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ABSTRAK 
Nama  : Jumria Saleh 
NIM  : 50400114022 
Judul : Implementasi Manajemen Dalam Pengelolaan Haji di    
Kementerian Agama Kab. Nagekeo    NTT      
           
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen haji 
dalam pengeloaan haji di Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT. Judul ini 
penulis angkat karena di kementerian Agama Kab. Nagekeo masih kurangnya 
manajemen yang baik dalam mengelola haji, dilmulai dari proses pendaftaran 
jamaah haji hingga pemulangan jamaah haji. Selain itu, masih kurangnya sarana 
prasarana yang memadahi dalam pengelolaan haji. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dianggap 
relevan dan aktual yang berkenaan dengan pembahasan skripsi ini. Dalam 
penelitian ini ada dua sub yang akan diteliti lebih dalam, yaitu: mengenai 
manajemen pengelolaan haji dan faktor penghambat serta pendukung dalam 
pengelolaan haji di Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT. Penulis 
menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, 
wawancara, dan dokumentasi, sedangkan sumber data diperoleh melalui 
wawancara dengan pihak pimpinanan dan  staff, di Kementerian Agam Kab. 
Nagekeo NTT. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: manajemen pengelolaan haji di 
Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT sudah berjalan dengan baik karena 
sistem perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan sudah termuat 
dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan ibadah haji. Faktor penghambat dalam 
pengelolaan ibadah haji di Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT adalah 
kurangnya sarana prasarana dan staff yang ahli di bidang haji, sedangkan yang 
menjadi faktor pendukung pengelolaan haji adalah adanya koordinasi dengan 
instansi lain dalam menanggulangi kebutuhan dan kekurangan dalam 
penyelenggaraan ibadah haji. 
Implikasi dari penelitian ini adalah: Kepada Kepala Kantor dan pihak 
penyelenggara haji Kementerian Agama Kab. Nagekeo meningkatkan kualitas 
pelayanan dalam hal ini terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu, 
mempertahankan hubungan yang harmonis dan meningkatkan kualitas pada 
karyawan, serta menigkatkan kualitas hubungan dengan agen kemitraan agar tetap 
mendapat prioritas dan dukungan kerja sama. 
x 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Islam merupakan agama dakwah, agama yang menganjurkan setiap 
umatnya untuk menyampaikan dan menyiarkan Islam kepada seluruh umat 
manusia. Islam dapat menjamin terwujudnya kehidupan yang bahagia dan 
kesejahteraan umat manusia, apabila ajaran Islam yang mencakup segala aspek 
kehidupan dijadikan sebagai pedoman hidup. Usaha menyebarluaskan Islam 
merupakan salah satu bentuk kegiatan dakwah. 
Pada hakekatnya tujuan dakwah adalah untuk mendorong manusia atau 
umat Islam ke arah kehidupan yang lebih baik, sejahtera dunia dan akhirat. 
Dakwah adalah sebuah proses penyampaian ajaran-ajaran Islam kepada umat 
manusia secara menyeluruh, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan, 
sehingga ajaran Islam dapat diketahui oleh seluruh umat, sehingga ajaran Islam 
dapat dijadikan pedoman hidup, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga dan 
suluruh umat. 
Agar tujuan dakwah dapat diwujudkan, maka tentunya dibutuhkan 
unsur-unsur maupun komponen dakwah secara baik dan tepat. Adapun salah satu 
unsur dakwah yaitu media dakwah, dan Kementerian Agama merupakan salah 
satu media dakwah yang mana Kementerian Agama juga bertugas dalam 
penyelemggaraan ibadah haji 
Ibadah haji merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam bagi yang 
mampu, sesuai dengan syariat Islam dan merupakan salah satu dari rukun Islam 
yang kelima. Ibadah haji wajib dilaksanakan sekali dalam seumur hidup. 
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Sebagai rukun Islam, haji hukumnya wajib  berdasarkan al-Qur’an dan 
Sunnah, sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam QS. Ali Imran/3:97 berikut 
ini: 
Ï ¬! uρ ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# ÷kÏm ÏMø t7ø9$# Ç tΒ tí$ sÜtGó™$# Ïµø‹s9Î) Wξ‹Î6y™ 4  tΒuρ txx. ¨βÎ* sù 
©! $# ;Í_ xî Ç tã t Ïϑn=≈ yèø9$#  
Terjemahnya:  
Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan 
ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup melakukan 
perjalanan ke sana (Baitullah).1 
Kewajiban Haji ini dipertegas Nabi Saw. dalam hadis berikut:  
 ﻰَﻠَﻋ ُمَﻼْﺳ ِْﻹا َِﲏُﺑ : َﻢﻠَﺳ َو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﷲا ُلْﻮُﺳَر َلَﺎﻗ :َلَﺎﻗ َﺮَﻤُﻋ ِﻦِْﺑا ْﻦَﻋ
 ِءﺎَﺘْـﻳِإ َو ِة َﻼﺼﻟا ِمَﺎﻗِإَو ِﷲا ُل ْﻮُﺳَر اًﺪﻤَُﳏ نَأَو ُﷲا ﻻِإ َﻪﻟَِإﻻ ْنَأ ِة َد ﺎَﻬَﺷ ٍﺲَْﲬ
 َو ﺞَﳊاَو ِةﺎَﻛﺰﻟا َنﺎَﻀَﻣَر ِمْﻮَﺻ 
Artinya: 
Islam itu didirikan atas lima prinsip dasar, yaitu: bersaksi bahwa tiada 
Tuhan yang disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, 
mendirikan shalat, membayar zakat, mengerjakan haji dan puasa pada bulan 
Ramadhan. (Muttaafaqun ‘Alaih).2 
Berdasarkan dalil di atas, dijelaskan bahwa ibadah haji merupakan 
kewajiban seorang hamba kepada Rabbnya. 
Ibadah haji bukan hanya  merupakan ibadah yang mendekatkan seorang 
hamba dengan Tuhannya, tetapi juga mengajarkan seorang hamba untuk 
berkorban harta, fisik, dan waktu. 
Mengingat  pelaksanaan ibadah haji begitu penting dan merupakan 
kewajiban bagi umat Islam, maka peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam 
mengelola penyelenggaraan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji
                                                           
1 Departemen Agam RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Sygma Exagrafika, 
2009), h. 62. 
2 Ahmad Mudjab Mahalli, Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih  (Jakarta: Kencana, 2004), h. 
35. 
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terdiri dari tiga kegiatan besar yaitu: pelayanan, pembinaan dan perlindungan, 
sehingga penyelenggaraan ibadah haji membutuhkan perhatian khusus dan 
terorganisasi. 
Pada hakikatnya, kewajiban melaksanakan haji dan umrah ada tiga, 
yaitu: 
1. Mengerjakan haji, hukumnya wajib (bagi yang mampu) dan hanya sekali 
seumur hidup. Haji hanya dapat dikerjakan pada musim haji, berbeda 
dengan umrah yang waktunya tidak terbatas. 
2. Mengerjakan umrah, hukumnya sama dengan haji, hanya saja antara haji 
dengan umrah terdapat persamaan dan perbedaan antara waktu dan 
pelaksanaanya. 
3. Mengadakan ziarah, hukumnya sunnah dan berziarah ke tempat-tempat 
yang memiliki nilai ibadah dan sejarah, seperti mengunjungi kuburan para 
sahabat, Baqi’, Ma’la, Uhud, dan tempat-tempat lain.3 
Nidjam dan Hanan menjelaskan, terdapat enam unsur pokok dalam 
penyelenggaraan ibadah haji yang harus diperhatikan: 
1. Calon haji 
2. Pembiayaan  
3. Kelengkapan administratif 
4. Sarana transportasi 
5. Hubungan bilateral antar negara 
6. Organisasi pelaksana. 
                                                           
3 Ahmad Abd Majdi, Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umrah (Surabaya: Mutiara Ilmu, 
1993), h. 13. 
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Enam unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain, dimana keenamnya 
mempersyaratkan jaminan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang berkaitan 
dengan: pertama, jamaah haji yang telah terdaftar sah dan memenuhi syarat dapat 
diberangkatkan ke Arab Saudi; kedua, seluruh jamaah haji yang telah ada di 
Tanah suci dapat memenuhi akomodasi, konsumsi dan transportasi; ketiga, 
seluruh jamaah haji yang telah berada di tanah suci dapat menjalankan ibadah 
wukuf di Arafah dan rukun haji lainnya; keempat, jamaah haji yang telah 
menunaikan ibadah haji seluruhnya dapat dipulangkan ke daerah asal dengan 
selamat.4 
Dalam Undang-Undang No. 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan 
ibadah haji disyaratkan tiga hal yang harus diupayakan secara konsisten dan terus 
menerus oleh pemerintah, dalam hal ini Kementrian Agama sabagai leading 
sector penyelenggaraan ibadah haji yaitu:  
Pertama, pembinaan yang mencakup bimbingan pra haji, ketika 
berlangsung, dan paska haji. Kedua, pelayanan yang terdiri dari pelayanan 
administrasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, akomodasi, dan sebagainya. 
Ketiga, perlindungan yang meliputi keselamatan, keamanan, serta asuransi 
perlindungan dari pihak lain yang merugikan jamaah haji.5 
Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah merupakan tugas nasional dan 
menjadi tanggung jawab pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Agama. 
Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama berkewajiban melakukan 
pelayanaan, pembinaan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya dengan sistem dan 
manajemen yang baik. 
                                                           
4 Lihat Imam Syaukani, Manajemen Pelayanan Haji Di Indonesia (Jakarta: Puslitbag 
Kehidupan Keagamaan, 2009), h. 1-2. 
5 Taufiq Kamil (Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, disajikan disebuah 
seminar haji di Jakarta / B-I ), BPIH dari tahun ke tahun, Faktual atau Komersial (Media 
Indonesia, Edisi Selasa, 9 Juli 2002), h. 9. 
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Reformasi politik memang telah mengubah banyak segi kehidupan 
berbangsa dan bernegara, termasuk berubahnya manajemen pemerintahan ke arah 
yang lebih demokratis, transaparan dan tidak sentralistik, termasuk adanya 
perubahan UU Nomor 17 tahun 1999 dengan lahirnya Undang-Undang nomor 13 
tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji yang terdiri dari 17 bab dan 69 
pasal, yang kemudian mengalami revisi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 
34 Tahun 2009 tentang penepatan peraturan pemerintah pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji menjadi Undang-Undang. 
Lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 dalam rangka mengatasi 
terjadinya kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menetapkan bahwa mulai tahun 
1430 H/ 2009 M jamaah haji dari seluruh Negara yang akan menunaikan ibadah 
haji harus menggunakan paspor biasa (ordinary passport) yang berlaku secara 
internasional termasuk jamaah haji Indonesia6 Namun demikian profesionalisme 
pelaksanaan manajemen haji masih banyak menuai kritik pedas dari publik. Hal 
ini tentunya menyita perhatian pemerintah selaku panitia penyelenggara ibadah 
haji itu sendiri. 
Manajemen merupakan bagian penting dari kehidupan yang sekaligus 
membedakan manusia dengan mahluk lainnya. Sekaligus merupakan disiplin 
akedemik yang dapat dibilang baru di Indonesia. Dinegara maju, seperti: 
Amerika, Eropa, Jepang dan Negara asing lainnya. Adapun di Indonesia, ilmu 
manajemen baru dalam tahap pengembangan. Artinya belum banyak yang 
mengembangkan ilmu manajemen sebagai ilmu yang otonom.7 
                                                           
6 M. Gazali Suyuti, Problematika Pelaksanaan Ibadah Haji, (Cet. I; Makassar: 
Alauddin University Press, 2013), h. 166.  
7 Juliansyah Noor, Penelitian Ilmu Manajemen Tinjauan Filosofis dan Praktis, ( 
Jakarta: Kencana, 2013), Cet. 1, h. 21. 
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Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan 
dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya 
organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.8 Dengan adanya 
manajemen yang baik, maka akan mempermudah  pelaku organisasi dalam 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Manjemen sangat dibutuhkan dan berperan penting untuk mencapai 
suatu tujuan tertentu, karena kita sebagai manusia yang penuh dengan 
keterbatasan baik dari segi waktu, tenaga dan pikiran. Dengan begitu, kita dapat 
mengendalikan dan meminimalisir segala risiko yang mungkin akan terjadi di 
kemudian hari. 
Kementerian Agama Kab. Nagekeo merupakan Kementrian Agama yang 
berdiri pada tahun 2009, namun administrasinya masih bergabung dengan 
Kementerian Agama Kab. Ngada yang kantornya bertempat di Bajawa. Karena 
pada saat itu Kab. Nagekeo merupakan kabupaten yang baru mekar dari Kab. 
Ngada. Di tahun 2011 barulah Kementerian Agama Kab. Nagekeo berdiri sendiri. 
Disaat itulah Kementerian Agama Kab. Nagekeo mulai mengkoordinir 
penyelenggaraan haji, namun masih banyak kekurangan dalam pelaksanaanya. 
Banyak dijumpai masalah atau faktor penghambat dalam 
penyelenggaraan ibadah haji di Kementrian Agama Kabupaten, khususnya  dalam 
hal pelayanan dan pembinaan jamaah haji. Diantaranya adalah kurangnya fasilitas 
yang memadai dalam melakukan bimbingan atau manasik haji. Selain itu, sistem 
manajemen yang tidak begitu baik dan kurang tenaga ahli yang dapat melakukan 
pelayanan dan pembinaan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam 
penyelenggaraan ibadah haji fasilitas, pelayanan dan pembinaan merupakan hal 
yang paling utama. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa
                                                           
8 James A. F. stoner dan Alfonsus Sirait, Manajemen, ( Jakarta: Erlangga, 1996), Jil. 1, 
hal. 8. 
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Kementerian Agama Kab. Nagekeo merupakan Kementerian Agama yang baru 
didirikan, jadi masih banyak kekurangan berupa fasilitas  seperti Sistem 
Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam hal pendaftaran jamaah haji. 
Di Kementerian Agama Kab. Nagekeo sebagian besar pejabat dan 
stafnya adalah non muslim sehingga mereka tidak dapat banyak membantu dalam 
penyelenggaraan ibadah haji. Pejabat maupun staf yang beragama Islam tidak 
begitu banyak dan juga tidak semua dari mereka paham mengenai 
penyelenggaraan ibadah haji. 
Jumlah jamaah yang sudah menunaikan ibadah haji melalui Kementerian 
Agama Kab. Nagekeo tidak begitu banyak, karena selain Kementerian Agama 
Kab. Nagekeo baru didirikan, tetapi juga dikarenakan warga Kab. Nagekeo tidak 
begitu banyak yang beragama Islam dan juga dengan tingkat ekonomi yang 
dibawah rata-rata.  
Berangkat dari kenyataan tersebut, penting kiranya mengetahui lebih 
jauh bagaimana implementasi manajemen pada pengelolaan haji di Kementerian 
Agama Kab. Nagekeo NTT. 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Judul dari penelitian ini adalah “Manajememen Pengelolaan Haji Di 
Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT”. Oleh karena itu, penelitian yang 
dilakukan akan difokuskan pada realitas manajemen pengelolaan haji dan 
faktor penghambat serta pendukung dalam pengelolaan haji di Kementerian 
Agama Kab. Nagekeo NTT. 
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2. Deskripsi Fokus 
Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, dapat dideskripsikan 
berdasarkan subtansi permasalahan dan subtansi pendekatan penelitian ini, 
yaitu Implementasi Manajemen Pengelolaan Haji di Kementerian Agama Kab. 
Nagekeo NTT. Maka penulis memberikan deskripsi fokus sebagai berikut: 
a. Manajemen haji 
Manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai 
seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan haji, sebelum, selama, dan 
setelah pelaksanaan ibadah haji, meliputi perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang 
dilakukan Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT. 
b. Pengelolaan ibadah Haji 
Faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan ibadah haji yang 
dimaksud adalah suatu proses yang memberikan hambatan terhadap 
kegiatan pengelolaan ibadah haji, sehingga dari segi negatifnya terdapat 
kendala yang akan dihadapi terutama dalam penyelenggaraan ibadah haji 
dan dari segi positifnya yang mendukung terlaksananya kegiatan haji 
yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 
pokok permasalahn yakni: bagaimana pengelolaan haji di Kementerian Agama 
Kab. Nagekeo NTT. Berangkat dari permasalahan tersebut penelitian ini 
dirumuskan dengan sub masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana implementasi manajemen dalam pengelolaan haji di 
Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT? 
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pengelolaan haji di 
Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT? 
 
D. Kajian pustaka/ Penelitian Terdahulu 
Pada bagian ini akan disebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang 
ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Semua ini untuk 
menunjukkan bahwa pokok masalah yang akan diteliti dan dibahas belum pernah 
diteliti dan dibahas oleh penulis lain sebelumnya. Oleh karena itu, tidak layak 
menulis sebuah skripsi yang pernah ditulis oleh orang lain. Atas dasar itu, 
beberapa penelitian terdahulu dianggap perlu untuk dihadirkan. Adapun yang 
berkaitan dengan penelitian ini, antara lain adalah: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Angraini Frista Pratiwi Hatta mahasiswa 
jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas 
Islam Negeri Aluddin Makassar yang berjudul “Manajemen Travel Haji dan 
Umrah dalam Merekrut Jamaah di PT. Aliyah Perdana Wisata 2015”. 
Rumusan masalahnya adalah bagaimana proses pendaftaran jamaah haji dan 
umrah di PT. aliyah Perdana Wisata, bagaimana manajemen dalam merekrut 
jamaah di PT aliyah Perdana Wisata dan bagaimana tantangan serta peluang 
dalam merekrut jamaah di PT. aliyah Perdana Wisata. Penulis menggunakan 
metode penelitian dalam bentuk deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, 
penulis lebih memfokuskan pada bagaimana manajemen dalam merekrut 
jamaah serta strategi apa yang digunakan sehingga jamaah memilih 
menunaikan ibadah haji dan umrah melalui PT Aliyah Pedana Wisata. 9
                                                           
9 Angraini Frista Pratiwi Hatta, Manajemen Travel Haji dan Umrah dalam Merekrut 
Jamaah di PT. Aliyah Perdana Wisata (Makassar: Alaudin University Press, 2015) 
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Letak perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Angraini hanya 
memfokuskan pada manajemen dalam perekrutan jamaah. Sedangkan 
penelitian ini lmembahas mengenai proses manajemen dalam seluruh 
rangkaian penyelenggaraan ibadah haji baik sebelum, selama dan setelah 
penyelenggaraan ibadah haji meliputi pelayanan, pembinaan dan 
perlindungan. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Saiful mahasiswa jurusan Manajemen 
Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar yang berjudul “Pembinaan Calon Jamaah Haji Pada 
Kanwil Departemen Agama Sulawesi Selatan (Studi Manajemen 
Strategik)”. Rumusan masalahnya adalah bagaimana proses pembinaan dan 
pelatihan calon jamaah haji pada Kanwil Departemen Agama Sulawesi 
Selatan, bagaiman kontribusi Kanwil Departemen Agama Sulawesi Selatan 
dalam pembinaan calon jamaah haji, dan hambatan-hambatan apa yang 
dihadapi Kanwil Departemen Agama Sulawesi Selatan dalam pembinaan 
calon jamaah haji. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 
kualitatif dalam mengungkapkan masalah yang terjadi di lapangan. 
Penelitian ini lebih memfokuskan pada strategi dalam membina atau 
membimbing jamaah serta apa yang menjadi faktor penghabat dalam 
melakukan bimbingan maupun pelatihan terhadap calon jamaah haji .10 letak 
perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Saiful hanya 
membahas mengenai pembinaan ibadah haji, sedangkan yang saya teliti 
adalah seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji. 
 
                                                           
10 Saiful, Pembinaan Calon Jamaah Haji Pada Kanwil Departemen Agama Sulawesi 
Selatan (Studi Manajemen Strategik) (Makassar: Alauddin university press, 2001) 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Hajar mahasiswa Jurusan Manajemen 
Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar yang berjudul “Sistem Pengelolaan Bimbingan Manasik 
Haji-Umrah Pada PT Al-Bayan Permata Ujas 2014”. Penelitian ini 
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan bimbingan 
manasik haji-umrah pada PT Al-Bayan Permata Ujas. Jenis penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan manajemen dan 
fungsinya. Dalam hal ini akan dikaji dari aspek fungsinya sebagai sebuah 
lembaga dakwah dengan Sistem Pengelolaan Haji-Umrah Pada PT. Al-
Bayan Permata Ujas. Pada penelitian ini, penulis lebih menekankan atau 
memfokuskan mengenai sistem pengelolaan bimbingan manasik Haji-
Umrah di PT. Albayan Permata Ujas.11 Perbedaan penelitian yang dilakukan 
oleh Ibnu Hajar da yang saya lekukan terletak pada focus penelitian, Ibnu 
Hajar memfokuskan pada system pengelolaan dan pembinaan manasik haji, 
sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah bagaimana implementasi 
manajemen dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji.  
 
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
a. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah dapat disimpulkan bahwa tujuan 
penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui implementasi manajemen dalam pengelolaan haji di 
Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT. 
                                                           
11 Ibnu Hajar, Sistem Pengelolaan Bimbingan Manasik Haji-Umrah Pada PT. Al-
Bayan Permata Ujas (Makassar: Alauddin University Press, 2014). 
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2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan 
haji di Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT. 
b. Kegunaan Penelitian  
1. Secara teoritis 
Bagi penulis merupakan pelajaran berharga karena penelitian ini 
mengungkapkan manajemen pengelolaan haji di Kementerian Agama 
Kab. Nagekeo NTT dalam memberikan keilmuan secara teoritis, 
konseptual serta pengembangan ilmu manajemen dalam pengelolaan 
ibadah haji di suatu Kementerian Agama kabupaten. 
2. Secara praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi bahan untuk 
pengelolaan ibadah haji dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran 
maupun evaluasi untuk Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
 
A. Tinjauan Tentang Manajemen   
1. Pengertian Manajemen 
Kata manajemen berasal dari Bahasa Latin, yaitu dari asal kata manus 
yang berarti tangan dan agree yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung 
menjadi kata kerja managere yang artinya menangani. Managere diterjemahkan 
kedalam Bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage, dengan kata benda 
management, dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. 
Akhirnya, management diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 
manajemen atau pengelolaan.12 
Manajemen juga berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. 
Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-
fungsi manajemen. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan 
tujuan yang diinginkan.13  
Dalam bahasa Arab istilah menajemen diartikan sebagai an-nizam atau 
at-tanzim, yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan 
penempatan segala sesuatu pada tempatnya.14 
Pengertian tersebut di atas menjelaskan bahwa manajmen adalah suatu 
aktivitas menerbitkan, mengatur, dan berpikir apa yang ajan dilakukan sehingga
                                                           
12 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan (Cet. II; Jakarta: 
Bumi Aksara, 2010), h. 5. 
13 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian ,  dan Masalah (Cet. 
III;Jakarta: bumi Aksara, 2004), h. 1. 
14
 M. Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2015), h. 
9 
14 
 
dapat menata dan merapikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, serta 
menjadikan pemikiran selaras dengan perbuatan. 
Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan 
bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan 
organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu 
kegiatan, pelaksanaannya disebut managing (pengelolaan), sedangkan 
pelaksanannya disebut manager atau pengelola. 
Seorang yang menjadi manajer mengambil alih kewajiban-kewajiban 
baru, yang seluruhnya bersifat managerial. Yang penting diantaranya adalah 
meniadakan kecendrungan untuk melaksanakan sendiri semua urusan. Tugas-
tugas operasional yang dicapai melalui usaha kerja para bawahan sang manajer. 
Pada hakikatnya, tugas seorang manajer adalah menggunakan usaha bawahan 
secara berdayaguna.15 
Dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena organisasi merupakan 
“alat” dan “wadah” (tempat) untuk mengatur 6M dan semua aktivitas proses 
manajemen dalam mencapai tujuannya. Tugasnya, pengaturan hanya dapat 
dilakukan di dalam suatu organisasi (wadah/ tempat). Sebab dalam wadah 
(organisasi) inilah tempat kerja sama, proses manajemen, pembagian kerja, 
koordinasi dan integrasi dilakukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. 
Perlu dihayati bahwa manajemen dan organisasi bukan tujuan, tetapi 
hanya alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena tujuan yang ingin 
dicapai adalah pelayanan dan atau laba (profit). 
Walaupun manajemen dan organisasi hanya merupakan “alat dan 
wadah” saja, tetapi harus diatur dengan sebaik-baiknya. Karena jika
                                                           
15 George R. Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen (Cet. VIII; Jakarta: 
Bumi Aksara, 2001), h. 1. 
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manajemen dan organisasi ini baik, maka tujuan optimal dapat diwujudkan,  
pemborosan akan terhindari dan semua potensi yang dimiliki akan lebih 
bermanfaat.16 Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa apabila 
dalam sebuah roda organisasi maupun perusahaan menjalankan fungsi manajemen 
dengan baik dan benar, maka tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan 
hasil yang maksimal kerena semua berjalan sesuai dengan prosedurnya.  
Ilmu manajemen telah banyak dibahas dalam berbagai aspek kehidupan 
dimulai dari zaman prasejarah hingga sekarang ini, hanya saja pada saat itu belum 
dikenal dengan istilah manajemen, namun dalam praktiknya ilmu manajemen 
selalu digunakan. Misalnya seorang pemimpin dalam mengkoordinir 
bahawahannya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam QS.   Al-an’am/3:165. 
uθèδuρ “Ï% ©!$# öΝà6 n=yèy_ y# Í×¯≈ n=yz ÇÚ ö‘ F{ $# yì sùu‘ uρ öΝä3 ŸÒ ÷èt/ s− öθsù <Ù÷èt/ ;M≈ y_ u‘ yŠ 
öΝä.uθè=ö7uŠ Ïj9 ’ Îû !$ tΒ ö/ ä38s?#u 3 ¨βÎ) y7−/u‘ ßìƒÎ|  É>$ s)Ïèø9$# …çµ¯Ρ Î)uρ Ö‘θàtós9 7ΛÏm §‘  
Terjemahnya: 
Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia 
meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, 
untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. 
Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.17 
 Ayat di atas menjeleaskan mengenai penempatan fungsi dan jabatan 
dalam sebuah tatanan kehidupan, bahwa ada yang bertugas sebagai pemimpin, 
staf maupun karyawan. yang mana hal tersebut merupakan baigian dari 
manajemen. 
                                                           
16 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian ,  dan Masalah, h. 3. 
17 Departemen Agam RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 62. 
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Pengertian manajemen menurut para ahli adalah sebagai berikut: 
Malayu S.P. Hasibuan; Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses 
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara 
efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.18 
 
Andrew F. Sikula; Management in general refers to planing, organizing, 
controlling, staffing, leading, motivating, communicating, and decisin 
making activities performed by any organization in order to coordinate the 
varied resources of the enterprise so as to bring an efficient creation of 
some product or service.19 
 
R. R. Terry; Management is a distinct process consisting of planing, 
organizing, actuating, and controlling performed to determine and 
accomplish stated objectives by the use of human being and other 
resources.20 
 
James A. F. Atoner; the process of planning, and Controlling the work of 
organization members and of using allmavailable organiztional resources 
to reach state organizational gools.21 
 
Stoner; manajemen sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan 
penggunaan berbagai sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai 
tujuan organisasi yang diinginkan.22 
 
Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan   manajemen 
adalah suatu proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dimulai dari 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dengan 
memanfaatkan segala sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga 
tujuan yang ingin dicapai dapat diwujudkan sesuai dengan harapan. 
                                                           
18 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian ,  dan Masalah, h. 2. 
19 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian ,  dan Masalah, h. 2. 
20 J. Panglaykim dan Hazil Tanzil, Manajemen Suatu Pengantar (Cet. XV; Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 1991), h. 27. 
21 M. Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, h. 9. 
22 Muh. Wayong, Manajemen Kontemporer Sebuah Pendekatan Global (Cet. I; 
Makassar: Alauddin University Press, 2003), h. 7. 
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2. Fungsi-Fungsi Manajemen 
Adapun fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut: 
a. Planning (perencanaan) 
Planning (perencanaan), ialah menentukan tujuan-tujuan yang harus 
dicapai selama satu masa yang akan datang dan menetapkan pekerjaan yang 
harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan  yang digariskan 
atau diinginkan. Planning mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena 
termasuk pemilihan akternatif-alternatif keputusan.23 
Penyusunan suatu rencana dapat pula didekati dengan berusaha 
mengenali, memahami, dan memenuhi ciri-ciri rencana yang baik. Dengan 
bertolak bahwa, rencana yang disusun benar-benar berdasarkan kenyataan, 
perhitungan yang matang, dan memperhatikan faktor-faktor efektifitas dan 
ifisiensi, maka suatu rencana dapat dikatakan baik apabila memenuhi ciri-ciri 
berikut ini: 
1. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan 
sebelumnya. 
2. Perencanaan sungguh-sungguh memahami hakikat tujuan yang ingin 
dicapai. 
3. Pemenuhan persyaratan keahlian teknis. 
4. Rencana harus disertai suatu rincian yang cermat. 
5. Keterkaitan rencana dengan pelaksanaan 
6. Kesederhanaan 
7. Fleksibilitas 
8. Rencana memberikan tempat pada pengambilan keputusan atau risiko. 
                                                           
23 George R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 
2003), h. 17. 
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9. Rencana yang pragmatik. 
10. Rencana sebagai instrumen peramalan masa depan24 
Tanpa adanya perencanaan, maka suatu kegiatan tidak akan jelas arah 
dan tujuannya, karena perencanaan merupakan langkah awal dalam mengambil 
keputusan dan menentetukan apa yang harus dilakukan. 
b. Organizing (pengorganisasian) 
Organizing (pengorganisasian), ialah mengelompokkan dalam 
menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk 
melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Organizing mencakup: a) membagi 
komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke 
dalam kelopok-kelompok, b) membagi tugas kepada seorang manajer untuk 
mengadakan pengelompokkan tersebut, c) menetapkan wewenang diantara 
kelompok atau unit-unit organisasi.25 
Hasil pengorganisasian adalah organisasi. Organisasi  merupakan alat 
yang digunakan oleh manusia untuk mencapai suatu kegiatan tertentu. Artinya, 
fungsi pengorganisasian yang menghasilakan organisasi bukanlah dan tidak 
boleh dijadikan sebagai tujuan. 
Dalam penyelenggaraan fungsi pengorganisasian, terdapat lima 
pertanyaan yang harus terjawab dengan baik, antara lain: 
1. Siapa melakukan apa? 
2. Siapa bertanggung jawab kepada siapa? 
3. Siapa yang berhubungan dengan siapa dan dalam hal apa? 
4. Seluruh komunikasi apa yang terdapat dalam organisasi, bagaimana cara 
memanfaatkannya, dan untuk kepentingan apa? 
                                                           
24 Sondang P. Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial , edisi revisi (Cet. II; Jakarta: PT. 
Bumi Aksara, 2007), h. 47-50. 
25 Sondang P. Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial, h. 60. 
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5. Jaringan informasi apa yag terdapat dalam organisasi?26 
Pengorganisasian atau pengelompokkan sangat berperan penting dalam 
kegiatan manajemen. Tanpa pengelompokkan maka suatu pekerjaan atau 
kegiatan tidak dapat berjalan dengan lancar, karena pekerjaan menjadi tidak 
jelas siapa mengerjakan apa, siapa yang bertanggung jawab terhadap apa, dan 
sebagainya. 
c. Actuating (pelaksanaan),  
Actuating (pelaksanaan), disebut juga gerakan aksi, mencakup kegiatan 
yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan 
yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-
tujuan dapat tercapai. Actuating mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan 
manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, 
mengembangkan dan memberi konpensasi kepada mereka.27 
Meskipun suatu kegiatan sudah direncanakan sedemikian mungkin dan 
sudah dikelompokkan, tetapi jika tidak dilaksanakan maka semuanya akan 
menjadi sia-sia, karena tidak akan ada hasil yang didapat. 
d. Contolling (pengawasan/ pengendalian) 
Contolling (pengawasan/ pengendalian), ialah mengukur pelaksanaan 
dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan 
dan mengambil tindakan-tindakan korektif yang diperlukan. 28  
Pengendalian bertujuan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sesuai 
dengan rencana. Manajer harus selalu memonitor kemajuan organisasi. Fungsi 
pengendalian meliputi empat kegiatan: 1) menentukan standar prestasi, 2) 
                                                           
26 Sondang P. Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial, h. 61-66. 
27 Mamduh M. Hanfih, Manajemen (Cet. II; Yogyakarta: Akademi Manajemen 
Perusahaan YKPN, 1997), h. 13. 
28 George R. Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, h. 18. 
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mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini, 3) membandingkan prestasi 
yang telah dicapai dengan standar prestasi, 4) melakukan perbaikan jika ada 
penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditentukan, dan kemudian 
kemali lagi ke fungsi perencanaan untuk periode berikutnya.29 
Jika pimpinan atau supervesor tidak melakukan pengawasan, maka 
mereka tidak akan mengetahui sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan dan 
hambtan-hambatan apa yang terjadi disaat pelaksanaan kegiatan dalam 
mencapai tujuan. 
Pengawasan sangat diperlukan agar bawahan dapat bekerja secara 
maksimal dan profesional dalam mencpai tujuan organisasi. 
3. Unsur-Unsur Manajemen 
Unsur manajemen adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan sangat 
berperan penting dalam proses manajemen. Unsur-unsur manajemen sering 
disebut dengan istilah 6M. Adapun unsur-unsur manajemen adalah sebagai 
berikut: 
a. Man  
Man (manusia, orang-orang, tenaga kerja) merupakan tenaga kerja yang 
meliputi baik tenaga kerja eksekutif maupun operatif. Men adalah orang-orang 
yang melaksanakan tugas-tugas atau aktivitas manajemen. 30 Dalam kegiatan 
manajemen, faktor manusia adalah yang paling menetukan. Titik pusat dari 
manajemen adalah manusia, sebab manusia membauat tujuan dan dia pulalah 
yang melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
itu. Tanpa tenaga kerja, maka proses manajemen tidak akan berjalan sesuai 
rencana. 
                                                           
29 Mamduh M. Hanfih, Manajemen, h. 13. 
30 Muliaty Amin, Pengantar Ilmu Dakwah (Makassar: Alauddin University Press, 
2014), h. 60. 
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b. Money 
Money (uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan) 
merupakan unsur yang penting untuk mencapai tujuan disamping faktor 
manusia yang menjadi unsur paling penting (the most important tool) dan 
faktor- faktor lainnya.31 
Di dunia modern sekarang ini, uang merupakan faktor yang sangat 
penting dan menjadi alat tukar dan menjadi pengukur suatu usaha. Tanpa uang 
maka suatu usaha tidak akan berjalan dengan baik sesuai keinginan yang ingin 
dituju. 
c. Machines  
Machines (mesin atau alat-alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan). Dalam 
setiap organisasi, peran mesin sebagai alat pembantu kerja sangat diperlukan. 
Dengan adanya mesin dapat mempermudah dan membantu seseorang dalam 
melakukan tugasnya. Mesin diciptakan agar mempermudah penggunanya 
dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 
d. Methods 
Methods (metode atau cara yang digunakan dalam mencapai tujuan) 
adalah cara untuk melaksanakan pekerjaan dalam mencapai suatu tujuan yang 
telah ditetapkan sebelumnya sangat menentukan hasil kerja seseorang.32 
Metode sangat diperlukan dalam setiap kegiatan manajemen. Dengan adanya 
metode atau cara kerja yang baik, maka akan memperlancar suatu aktifitas 
kerja. 
  
                                                           
31 Veithzal Rivai Zaina, Islamic Management (Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI, 
2013), h. 45. 
32 Veithzal Rivai Zaina, Islamic Management, h. 45 
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e. Materials 
Materials (bahan atau perlengkapan), merupakan alat atau bahan yang 
digunakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan adanya 
perlengkapan, maka dapat menunjang keberhasilan dan kelancaran suatu 
kegiatan atau usaha. 
f. Market  
Market (pasar), merupakan tempat untuk menjual suatu barang atau jasa, 
dimana di dalamnya terjadi permintaan dan penawaran antara penjual dan 
pembeli. 
Proses produksi barang atau jasa akan berhenti dengan sendirinya apabila 
barang-barang yang diproduksikan tidak dipasarkan. Dengan kata lain pasar 
sangat penting dalam dunia usaha atau perniagaan baik bagi lembaga/ instansi, 
perusahaan, maupun industri. 
B. Tinjaun Tentang Haji   
1. Pengertian Haji 
Haji secara lughowi (etimologis) berasal dari kata  al-hajj; berarti tujuan, 
maksud, dan menyengaja  untuk perbuatan besar yang agung. Selain itu, al-hajj 
berarti mengunjungi atau mendatangi.33 Orang Arab mengartikannya dengan 
setiap bepergian menuju tempat yang dimuliakan, kemudian artinya dikhususkan 
oleh syariat yaitu menuju Ka’bah untuk menjalankan ibadah haji. Oleh karena itu, 
kita katakan bahwa haji adalah pergi menuju Mekah untuk menjalankan manasik 
haji, artinya menjalankan ibadah haji pada tempat-tempatnya. Makna ini sejalan 
dengan aktifitas ibadah haji, dimana umat Islam dari berbagai negara 
                                                           
33 Sa’id Agil Husain Al-Munawar dan Abdul Halim, Fikih Haji Menuntun Jamaah 
Mencapai Haji Mabrur, h. 1. 
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mengunjungi dan mendatangi Baitullah (Ka’bah) pada musim haji karena tempat 
ini dianggap mulia dan agung. 34 
Makna haji secara istilah (terminologis) adalah perjalanan mengunjungi 
Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu dan tempat yang 
telah ditentukan.  
Sayyid Sabiq, ahli fikih kontemporer Mesir (lahir 1915 M) 
mendefinisikan haji, yakni; “Dengan sengaja pergi ke mekah untuk 
melaksanakan tawaf, sa’i, wukuf di Arafah, dan rangkaian manasik haji 
lainnya, dalam rangka memenuhi panggilan (kewajiban dari) Allah dan 
mengharapkan keridhaan Allah.35  
Makna yang dilakukan “ di tempat tertentu” seperti dalam pengertian itu 
ialah sekitar Ka’bah, Arafah, Musdalifah dan Mina. Sedangkan makna” pada 
waktu tertentu” yaitu mulai dari tanggal 9 sampai 13 Zulhijhah setiap tahun. 
Semetara makna melakukan serangkaian “ibadah tertentu” adalah yang termasuk 
dalam kategori rukun haji, wajib haji seperti Wukuf, Mabit, Melontar Jumrah, 
Thawaf, Sa’i, Dan Tahallul.36 
 
Menurut Syeikh Hasan Muhammad Ayyub, haji adalah pergi ke Masjidil 
Haram untuk melaksanakan ibadah tertentu, seperti tawaf, sa’i, wukuf di 
Arafah. Senada dengan itu, Prof. Dr. Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa 
haji adalah ibadah yang dilaksanakan manusia sebagai ibadah ruh (hati), 
fisik, dan harta benda, yang berbeda dengan ibadah lainnya, baik dari segi 
waktu maupun tempat.37 
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulakan bahwa haji 
adalah berkunjung ke Baitullah (Makkah Al-Mukarramah) untuk memenuhi 
panggilan Allah yang merupakan ibadah ruh, fisik, dan harta dan merupakan 
rukun Islam yang kelima. 
                                                           
34 Sa’ad bin Sa’id Al-Hajari, Haji Bersama Nabi Petunjuk Haji Dan Umrah Sesuai 
Sunnah Nabi (Cet. I; Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009), h. 59. 
35 Sa’id Agil Husain Al-Munawar dan Abdul Halim, Fikih Haji Menuntun Jamaah 
Mencapai Haji Mabrur, h. 1. 
36 Sa’id Agil Husain Al-Munawar dan Abdul Halim, Fikih Haji Menuntun Jamaah 
Mencapai Haji Mabrur, h. 2. 
37 Lihat M. Masrur Huda, Syubhat Seputar Haji dan Umrah (Cet. I; Solo: Tinta 
Medina, 2012), h. 1-2 
24 
 
2. Syariat Haji 
a. Hukum Ibadah Haji 
Haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, haji 
hukumnya wajib berdasarkan al-Qur’an, Sunnah dan ijma’ ulama. Diantara 
ayat Al-Qur’an yang menjadi landasan kewajiban haji adalah QS.Ali-
Imran/3:97 berikut ini:  ÏµŠ Ïù 7M≈ tƒ#u ×M≈ uΖÉi t/ ãΠ$s)¨Β zΟŠ Ïδ≡tö/Î) (  tΒuρ …ã& s# yzyŠ tβ% x. $ YΨ ÏΒ#u 3 ¬! uρ ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# ÷kÏm ÏMø t7ø9$# Ç tΒ tí$ sÜtGó™$# Ïµø‹s9Î) Wξ‹Î6y™ 4  tΒuρ tx x. ¨βÎ* sù ©! $# ;Í_ xî Ç tã t Ïϑn=≈ yèø9$#   
Terjemahnya: 
Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim,  
Barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; 
mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) 
orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa 
mengingkari (kewajiban haji), maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya 
(tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.38 
Sebelum ayat mengenai kewajiban pelaksanaan ibadah haji di atas, 
Allah menjelaskan hakikat ajaran Nabi Ibrahim As. yang selama ini diklaim 
orang Yahudi bahwa mereka adalah pewaris Nabi Ibrahim As. Menurut Sayyid 
Qutub, ada munasabah (korelasi) antar ayat-ayat tersebut, yaitu:39 
a) Ibadah haji juga telah disyariatkan bagi kaum Yahudi, namun mereka 
mencemoohkan kaum muslimin menghadap Ka’bah dalam shalat. 
Sebetulnya mereka diharuskan menunaikan ibadah ke Baitullah dan 
menghadap Ka’bah, karena Ka’bah adalah rumah yang dibuat bapak  
mereka (Ibrahim As.), namun mereka enggan melaksanakannya. 
Seluruh umat manusia dituntut agar mengakui (memeluk) agama Islam, 
menunaikan kewajiban dan syariat-Nya, serta menhadap dan berhaji ke 
Baitullah yang menjadi tempat kiblatnya kaum mukmin. Orang yang tidak  
                                                           
38 Departemen Agam RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 62. 
39 Said Agil husin Al Munawar dan Abdul Halim, Fikih Haji Menuntun Jamaah 
Mencapai Haji Mabrur, h. 7-9 
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mengakui hal itu, berarti ia kufur meskipun yang bersangkutan mengaku 
beragama Islam. 
Kewajiban haji ini dipertegas Nabi Saw. dalam hadis berikut: 
 :َلَﺎﻗ َﺮَﻤُﻋ ِﻦِْﺑا ْﻦَﻋ ُمَﻼْﺳ ِْﻹا َِﲏُﺑ : َﻢﻠَﺳ َو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﻠَﺻ ِﷲا ُلْﻮُﺳَر َلَﺎﻗ
 َﻼﺼﻟا ِمَﺎﻗِإَو ِﷲا ُل ْﻮُﺳَر اًﺪﻤَُﳏ نَأَو ُﷲا ﻻِإ َﻪﻟَِإﻻ ْنَأ ِة َد ﺎَﻬَﺷ ٍﺲَْﲬ ﻰَﻠَﻋ
 َنﺎَﻀَﻣَر ِمْﻮَﺻَو ﺞَﳊاَو ِةﺎَﻛﺰﻟا ِءﺎَﺘْـﻳِإ َو ِة 
Artinya: 
Islam itu didirikan atas lima prinsip dasar, yaitu: bersaksi bahwa 
tiada Tuhan yang disembah selai Allah dan Muhammad adalah 
Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, mengerjakan haji 
dan puasa pada bulan Ramadhan. (Muttaafaqun ‘Alaih).40 
Kewajiban haji hanya bagi orang yang mampu biaya, fisik, waktu, 
dan terjaminnya keamanan. Para ulama berbeda pendapat kapan kewajiban 
haji itu harus dilaksanakan? Apakah segera setelah mampu atau dapat 
ditunda. Menurut Imam Abu Hanafiah , Abu Yusuf, ulama mazhab Maliki, 
dan pendapat terkuat dari kalangan mazhab Hambali, apabila seseoarang 
telah mampu dan memenuhi persyaratan, ia wajib segera mengerjakan haji, 
dan ia tidak boleh menundanya. Jika ditunda sampai beberapa tahun, maka 
ia dipandang sebagai orang fasik, karena penundaan itu termasuk perbuatan 
maksiat. Bila penundaan itu, biaya haji tersebut habis, maka yang 
bersangkutan harus meminjam uang oang lain sebagai biaya untuk 
melaksanakan ibadah haji.41 
Namun ada pula ulama yang berpendapat bahwa kewajiban ibadah 
haji boleh dikerjakan kapan saja. Jika syarat-syarat haji sudah terpenuhi oleh 
 
                                                           
40 Ahmad Mudjab Mahalli, Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih , h. 35. 
41 Said Agil husin Al Munawar dan Abdul Halim, Fikih Haji Menuntun Jamaah 
Mencapai Haji Mabrur, h. 9-10. 
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seseorang, tetapi dia mau menunda pelaksanaannya, maka tidaklah 
mengapa, alasan mereka sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt. 
dan kisah sahabat Nabi sebagai berikut: 
a) Allah Ta’ala berfirman dalam  QS.Al-Baqarah/2:196, 
(#θ‘ϑÏ? r& uρ ¢kpt ø:$# nο t÷Κãèø9$#uρ ¬! 4 ÷   
Terjemahnya: 
Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.42 
Ayat ini diturunkan pada tahun keenam Hijriyah dalam umrah Al-
Hudaibiyah. Ayat ini menunjukkan bahwa haji diwajibkan pada tahun 
keenam, tetapi Nabi Saw. tidak menjalankannya, tetapi pada tahun 
kesepuluh karena kewajiban haji boleh ditunda. 
b) Kisah Dhimam bin Tsa’labah As-Sa’di yaitu di dalamnya: “utusanmu 
beranggapan bahwa wajib bagi kita menjalankan ibadah haji di Al-Bait 
Al-Haram bagi yang mampu”, Nabi Saw. menjawab, “benar”, 
kemudian ia berpaling sambil mengatakan, “Demi yang mengutusmu 
dengan kebenaran, aku tidak akan menambah dan menguranginya 
sedikitpun.” Nabi Saw. bersabda, “ jika ia benar, maka ia akan masuk 
surga”. 
Pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama, sedangkan pendapat 
kedua bisa dibantah, bahwa firman Allah Ta’ala, “dan sempurnakanlah 
ibadah haji dan umrah karena Allah.” (QS. Al-Baqarah/2:196), di dalamnya 
terdapat perintah untuk menyempurnakan ibadah haji pada waktu yang 
disyariatkan-Nya, tidak ada kewajiban sebelum ia disyariatkan, maka tidak
                                                           
42  Departemen Agam RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 25. 
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boleh bagi seorang muslim untuk menyempurnakan ibadah haji sebelum 
disyariatkan.43 
Adapun kisah Dhimam Tsa’labah, maka pendapat yang benar adalah 
kisah ini terjadi pada tahun datangnya para utusan pada tahun kesembilan 
Hijriyah . Rasulullah Saw. disibukkan dengan kehadiran mereka dari 
pelaksanaan ibadah haji. Jika benar ibadah haji disyariatkan pada tahun 
keenam hijriyah, maka pada saat itu, kota Mekkah masih dikuasai oleh 
kaum musyrikin sampai akhir tahun kedelapan Hijriyah.  
Kemudian ketika Al-Bait Al-Haram bersih dari kaum musyrikin dan 
bentuk ibadah haji mereka, maka Nabipun melaksanakan ibadah haji yang 
bersih dan tidak bercampur dengan kaum musyrikin. 
Kewajiban haji sekali dalam seumur hidup, berdasarkan firman Allah 
Swt. “mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, seperti 
yang dijelaskan dalam QS. Ali-Imran/3:97 berikut ini: 
 
µŠ Ïù 7M≈ tƒ#u ×M≈ uΖÉi t/ ãΠ$ s)¨Β zΟŠ Ïδ≡tö/Î) (  tΒuρ …ã& s# yzyŠ tβ% x. $ YΨ ÏΒ#u 3 ¬! uρ ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# ÷kÏm ÏMø t7ø9$# Ç tΒ tí$ sÜtGó™$# Ïµø‹s9Î) Wξ‹Î6y™ 4  tΒuρ txx. ¨βÎ* sù ©! $# 
;Í_ xî Ç tã t Ïϑn=≈ yèø9$#   
Terjemahnya: 
Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam 
Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah 
dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu 
(bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. 
Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah 
Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.44 
                                                           
43 Sa’ad bin Sa’id Al-Hajari, Haji Bersama Nabi Petunjuk Haji Dan Umrah Sesuai 
Sunnah Nabi, h. 73. 
44
 Departemen Agam RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 62. 
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Karena kata “hijjah” dengan huruf  Ha dikasrahkan mengandung makna satu kali 
dan sebagaimana dijelaskan dalam hadits dari Abu Huraira Radhiallahu Anhu, 
Nabi Saw. bersabda: 
 َﺎﻳ ٍمﺎَﻋ ﻞُﻛَأ ٌﻞُﺟَر َلﺎَﻘَـﻓ .اﻮﺠُﺤَﻓ ﺞَْﳊا ُﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ ُﻪﻠﻟا َضَﺮَـﻓ ْﺪَﻗ ُسﺎﻨﻟا ﺎَﻬـَﻳأ َﺛ َﺎَﳍَﺎﻗ ﱴَﺣ َﺖَﻜَﺴَﻓ ِﻪﻠﻟا َلﻮُﺳَر ِﻪﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلﺎَﻘَـﻓ ًﺎَﺛﻼ- ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﻢﻠﺳو-  اﻮﺠُﺤَﻓ ْﻢُﺘْﻌَﻄَﺘْﺳا ﺎَﻤَﻟَو ْﺖَﺒَﺟَﻮَﻟ ْﻢَﻌَـﻧ ُﺖْﻠُـﻗ ْﻮَﻟ. ﻢﻠﺳو-  ُﺖْﻠُـﻗ ْﻮَﻟ  ْﻢُﺘَْﻌﻄَﺘْﺳا ﺎَﻤَﻟَو ْﺖَﺒَﺟَﻮَﻟ ْﻢَﻌَـﻧ–  َلﺎَﻘِﻣ اُﻮﺗَْﺄﻓ ُﰒ– َﺎ ﳕَِﺈﻓ ْﻢُﻜُﺘَْﻛﺮَـﺗ ﺎَﻣ ِﱏوُرَذ  ـَﻗ َنﺎَﻛ ْﻦَﻣ َﻚَﻠَﻫ ْﻢُﻜُﺗْﺮََﻣأ اَذَِﺈﻓ ْﻢِِﻬﺋﺎَﻴِْﺒَﻧأ ﻰَﻠَﻋ ْﻢِﻬَِﻓﻼِﺘْﺧاَو ْﻢِِﳍاَﺆُﺳ ِةَﺮْـﺜَﻜِﺑ ْﻢُﻜَﻠ ْـﺒ ُﻩﻮُﻋَﺪَﻓ ٍءْﻰَﺷ ْﻦَﻋ ْﻢُﻜُﺘْﻴَﻬَـﻧ اَذِإَو ْﻢُﺘْﻌَﻄَﺘْﺳا ﺎَﻣ ُﻪْﻧ ٍءْﻰَﺸِﺑ 
Artinya: 
Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji maka berhajilah”, 
kemudian seorang laki-laki berkata, “Apakah haji diwajibkan setiap 
tahun wahai Rasulullah?” Nabi pun  diam sampai ia bertanya tiga kali, 
kemudian Nabi Saw. menjawab, “Jika aku katakan iya, maka ia pasti 
menjawab wajib dan kalian tidak akan mampu(melaksanakannya). 
Biarkan apa yang aku tinggalkan atas kalian, dan sesungguhnya 
perbuatan yang telah membinasakan umat sebelum kalian adalah 
banyak bertanya dan menyelisihi Nabi mereka, jika aku perintahkan 
sesuatu kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian dan jika aku 
melarang dari sesuatu kepada kalian, maka tinggalakanlah. (HR. 
Muslim)45 
Hadist tersebut menjelaskan bahwa ibadah haji diwajibkan kepada 
semua umat Islam yang mapu. Dan haji wajib dikerjakan sekali seumur 
hidup, namun apabila lebih dari sekali maka terhitung sunnah. 
b. Hikmah Ibadah Haji 
Setiap ibadah yang disyriatkan jelas mempunyai hikmah-hikmah 
tertentu. Ibadah haji memiliki beberapa hikmah yang agung, rahasia yang 
tinggi, tujuan yang mulia, yang terkumpul di dalamnya kebaikan dunia dan 
akhirat. Hal ini telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur’an yang mulia, yaitu 
firman Allah Ta’ala dalam QS.Al-Hajj/22:28. 
                                                           
45 Razak dan Rais Lathief, Terjemahan Hadis Sahih Muslim (Cet.1; Jakarta: Pustaka 
Al-Husna, 1980), h. 158. 
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Terjemahnya: 
Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan 
supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan 
atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang 
ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) 
berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.46 
Adapun hikmah melaksanakan ibadah haji adalah sebagai berikut: 
a. Menguatkan tauhid kepada Allah yang maha Esa dan mahakuat 
b. Menjawab panggilan Allah Ta’ala 
c. Mengagungkan tempat-tempat manasik Allah Ta’ala 
d. Bertawakal hanya kepada Allah 
e. Menyelisihi kaum musyrikin 
f. Melanggengkan amal shalih tanpa terputus 
g. Mengurangi kebutuhan terhadap dunia 
h. Mengingat hari Akhirat dengan melakukan safar 
i. Ibadah haji mendidik jiwa raga dan mengorbankan harta 
j. Berkumpul dengan saudara-saudara semuslim yang datang dari 
berbagai tempat 
k. Membiasakan diri untuk bersabar, memikul beban, dan berjiwa kuat47 
Berdasarkan pernyataan di atas bahwa ibadah haji bukan hanya 
sekedar ibadah untuk penghapusan dosa dan mendapat pahala tetapi juga 
banyak hikmah yang bisa diambil yang dapat dijadikan pelajaran hidup. 
Sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari dapat diamalkan hikmah 
haji tersebut dalam kehidupan baik pribadi maupun kelompok. 
                                                           
46  Departemen Agam RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 335. 
47  Sa’ad bin Sa’id Al-Hajari, Haji Bersama Nabi Petunjuk Haji Dan Umrah Sesuai 
Sunnah Nabi, h. 86-88. 
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3. Komponen Haji 
Komponen ibadah haji dalam hal ini adalah syarat wajib haji, rukun haji, 
wajib haji, sunat hai dan hal-hal yang membatalkan haji. 
Rukun haji merupakan suatu amalan yang harus dilakukan dalam 
rangkaian ibadah haji dan tidak boleh ditinggalkan. Jika amalan itu 
ditinggalkan, ibadah haji batal dan wajib mengulangnya pada kesempatan lain. 
Sedangkan wajib haji merupakan rangkaian ibadah haji yang harus dilakukan. 
Bila amalan tersebut ditinggalakan, hajinya tidak batal, tetapi harus dikenaka 
dam atau denda. Sedangkan sunat haji adalah amalan-amalan yang dianjurkan 
untuk dilaksanakan. Bila amalan dikerjakan akan mendapat ganjaran pahala. 
Bila ditinggalkan, maka tidak diberikan ganjaran baik berupa  pahala ataupun 
dosa. 
a. Syarat Wajib Haji 
Syarat wajib haji adalah ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat 
apabila ada pada seseorang, maka wajib haji berlaku bagi dirinya. 
Syarat-syrat wajib haji ada yang bersifat umum (berlaku bagi laki-
laki dan wanita) dan ada yang bersifat khusus bagi wanita.adapun syarat-
syarat yang bersifst umum tersebut, antara lain: 
1. Islam 
Beragama Islam merupakan syarat wajib bagi pelaksanaan berbagai 
ibadah, termasuk ibadah haji. 
2. Baligh (dewasa) 
Baligh bagi laki-laki terlihat slah satu dari tiga tanda, dengan mimpi 
yaitu keluarnya air mani saat mimpi, atau dengan tumbuhnya bulu di 
kemaluan, atau sudah menginjak usia lima belas tahun, maka jika 
seorang ank laki-laki mendapatkan salah satu dari tiga tanda tersebut, 
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maka dia mulai menginjak masa baligh, dan ditambah lagi kemungkinan 
keempat bagi perempuan dengan datangnya haid, bahkan mungkian 
tanda ini lebih cepat dari yang lainnya bagi perempuan. 48 
3. Aqil (berakal sehat) 
Berakal sehat adalah dapat membedakan hal yang halal dan yang haram, 
dan mengetahui perilaku dosa serta melarangnya dari perbuatan itu. 
Oarang yang berakal adalah orang yang pahan dan mengerti apa yang 
dimaksud syariat, maka ia menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, 
sadar ketika melakukan sesuatu perbuatan yang menyelisihi syariat agar 
dia menjadi pintar, bersih agamanya, dan hatinya. 
4. Merdeka (bukan budak) 
Yaitu orang yang bebas dari perbudakan. Perbudakan merupakan 
kelemahn hukum yang diberlakukan kepada seseorang disebabkan faktor 
kekafiran. Hamba sahaya (budak) tidak dikenakan kewajiban 
melaksanakan ibadah haji, karena haji merupakan ibadah badaniyah dan 
maliyah yang mesti dilakukan secara langsug oleh yang bersangkutan 
dan atas biaya sendiri. 
5. Isti’tha’ah (mampu) 
Menurut ulama mazhab Hanafi dan Maliki, kemampuan itu memiliki 
tiga komponen, yaitu kekuatan badan atau fisik, kemampuan harta dan 
keamanan dalam perjalanan sampai ke tanah suci. 
Ulama mazhab Syafi’i menentukan kriteria kemampuan itu meliputi tujuh 
komponen, yaitu kekuatan fisik, kemampuan harta, tersedianya alat 
transportasi,teredianya kebutuhan pokok yang akan dikonsumsi selama di
                                                           
48 M. Ali Hasan, Tuntunan Haji: Suatu Pengalaman dan kesan menunaikan Ibadah 
Haji (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 13-14. 
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tanah suci, perjalanan dan di tanah suci aman, jika yang menunaikan haji itu 
seorang wanita, harus ada mahamnya. 49 
Bagi ulama mazhab Hambali kemampuan itu hanya mencakup dua 
komponen, yaitu kemampuan dalan bidng harta, keamanan dalam 
perjalanan dan di tanah suci.50 
Adapun syarat-syarat wajib haji yang khusus bagi wanita melaksanakan 
ibadah haji meliputi dua hal, yaitu:  
1. Harus didampingi suami atau mahramnya. Jika seorang wanita tidak 
didampingi, maka haji tidak wajib baginya. Hal ini didasarkan pada 
hadis Nabi Saw. sebagai berikut: 
 لﺎﻗ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر سﺎﺒﻋ ﻦﺑا ﻦﻋ: ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟا لﺎﻗ : (  ﻻ
مﺮﳏ ﺎﻬﻌﻣو ﻻإ ﻞﺟر ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻞﺧﺪﻳ ﻻو ، مﺮﳏ يذ ﻊﻣ ﻻإ ةأﺮﳌا ﺮﻓﺎﺴﺗ  لﺎﻘﻓ ،
 ﻞﺟر:  جﺮﺧأ نأ ﺪﻳرأ ﱐإ ، ﷲا لﻮﺳر ﺎﻳ( ﻳﺮﺗ ﰐأﺮﻣاو اﺬﻛو اﺬﻛ ﺶﻴﺟ ﰲ ﺪ
 لﺎﻘﻓ ، ﺞﳊا:  جﺮﺧا 
Artinya: 
Dari Ibnu Abbas –radhiyallahu anhuma- berkata: Rasulullah Saw. 
bersabda: “Seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali dengan 
mahram, dan tidak boleh mempersilahkan tamu laki-laki kecuali ia 
bersama mahramnya”. Seseorang berkata: Ya Rasulullah, saya ingin 
bergabung  dengan pasukan tertentu, sedang istri saya ingin 
menunaikan ibadah haji. Rasulullah bersabda: “Pergilah bersamanya”. 
(HR. Bukhari  dan Muslim) 51 
Hadist tersebut menjelaskan bahwa seorang wanita dibolehkan 
menunaikan ibadah haji jika di dampingi oleh mahramnya, baik itu 
suami, orang tua maupun saudara. 
                                                           
49 Sa’ad bin Sa’id Al-Hajari, Haji Bersama Nabi Petunjuk Haji Dan Umrah Sesuai 
Sunnah Nabi, h. 103-106. 
50 Said Agil husin Al Munawar dan Abdul Halim, Fikih Haji Menuntun Jamaah 
Mencapai Haji Mabrur, h. 24. 
51 Ahmad Mudjab Mahalli, Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih , h. 631. 
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2. Wanita yang tidak sedang menjalani masa iddah, baik karena talak atau 
ditinggal mati suami. Syarat ini didasarkan pada firman Allah Swt. 
dalam QS. At-Thalaq/65: 1 berikut ini: 
$ pκš‰r' ¯≈ tƒ ÷É< ¨Ζ9$# #sŒ Î) ÞΟçFø)¯=sÛ u !$ |¡ÏiΨ9$# £ èδθà)Ïk= sÜsù  ∅ ÍκÌE£‰ ÏèÏ9 (#θÝÁ ôm r& uρ 
nο £‰ Ïèø9$# ( (#θà)¨? $#uρ ©! $# öΝà6 −/u‘ ( Ÿω  ∅ èδθã_ Ìøƒ éB . ÏΒ £Îγ Ï?θã‹ç/ Ÿω uρ 
š∅ ô_ ãøƒ s† Hω Î) βr& t Ï? ù' tƒ 7πt±Ås≈ xÎ/ 7πuΖÉi t7•Β 4 y7ù=Ï? uρ ßŠρ ß‰ ãn «! $# 4  tΒuρ 
£‰ yètGtƒ yŠρ ß‰ ãn «! $# ô‰ s)sù zΝn=sß …çµ|¡øtΡ 4 Ÿω “Í‘ ô‰ s? ¨≅ yès9 ©! $# ß^ Ï‰ øt ä† y‰ ÷èt/ 
y7Ï9≡sŒ #\øΒr&  
Terjemahnya: 
Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah 
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya 
(yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada 
Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan 
janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan 
perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka 
Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu 
tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal 
yang baru.52 
Berdasarkan Al-Qur’an dan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa haji 
tidak diwajibkan bagi seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah dan 
tidak memiliki mahram yang bisa menemaninya ke Tanah Suci. Perempuan 
tersebut boleh mengerjakan ibadah haji setelah syarat wajib hajinya dipenuhi, 
artinya masa iddahnya telah selesai atau telah memiliki mahram yang bisa 
mendapinginya ke Tanah Suci. 
b. Rukun Haji 
Rukun haji adalah amalan-amalan yang wajib dikerjakan selama 
melaksanakan ibadah haji. Bila salah satu amalan tersebut tertinggal atau sengaja 
ditinggalakan, ibadah haji menjadi batal dan wajib mengulang pada kesempatan 
yang lain. Berikut beberapa rukun haji antara lain: 
                                                           
52 Departemen Agam RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 558. 
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1. Ihram, yaitu niat yang diiringi dengan ucapan atau perbuatan yang berkaitan 
dengan ibadah haji, seperti membaca talbiyah. 
2. Wukuf di Arafah, pelaksanaan wukuf minimal dengan hadir di Arafah pada 
malam hari tanggal 9 Zulhijah, walaupun beberapa saat. 
3. Tawaf ifadah, mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali putaran. 
4. Sa’i, yaitu berjalan dari bukit Safa ke Marwah, dan sebaliknya selama tujuh 
kali yang dimulai daei bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah. 
5. Tahallul/ Cukur (minimal memotong tiga helai rambut) 
6. Tertib, yaitu mendahulukan ihram dari keseluruhan rukun lainnya, 
mendahulukan wukuf dari tawaf ifadah dan potong rambut, dan 
mendahulukan tawaf atas sa’i itu tidak dilaksanakan pada tawaf qudum.53 
Rukun haji merupakan amalan yang sangat penting dalam pelaksanaan 
ibadah haji. Jika amalan rukun haji ini tidak dikerjakan maka ibadah hajinya 
menjadi batal, diwajibkan bagi jamaah untuk mengulang kembali pelaksanaan 
ibadah haji pada kesempatan berikutnya. Hal ini tentnya harus menjadi perhatian 
bagi penyelenggara ibadah haji agar terus memperhatikan jamaah dalam 
melakukan bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan ibadah haji, sehingga 
tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat membatalkan ibadah haji. 
c. Wajib Haji 
Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah 
haji disamping rukun haji, bila wajib haji ditinggalkan atau tidak sengaja 
dilupakan maka akan dikenakan dam atau denda. Denda tersebutlah yang 
menjadi penyempurnah ibadah haji. 
Adapun amalan yang termasuk wajib haji adalah sebagai berikut: 
                                                           
53 Abu Hamid Al-Ghazali, Rahasia Haji dan Umrah, h. 35. 
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1. Sa’i antara bukit Shafa dan Marwah 
2. Mabit di Musdalifah sekalipun sejenak sebelum terbit fajar. Jika ia tidak 
mabit di tempat ini sebelum terbit fajar, maka wajib membayar dam. Bila 
ketidakhadiran di musdalifa ini karena sakit atau uzur lainnya, ia tidak 
dikenakan kewajiban dam. 
3. Mabit di Mina pada malam hari-hari Tasyrik (11, 12, 13 Dzulhujjah) 
4. Melontar jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah 
5. Bercukur atau memotong beberapa helai rambut 
6. Tawaf wada’ bagi yang akan meninggalkan Mekah54 
Dalam melontar jumrah, ada hal yang perlu diperhatikan oleh jamaah 
haji, yaitu nafar. Nafar merupakan tata cara melontar jumrah. Nafar 
dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: 
1. Nafar Awal, yaitu melontar jumrah  pada hari nahar (10 Zulhijah) dan 
melontar tiga jumrah (Ula, wustha, dan Aqabah) pada dua hari tasyrik 
(11 dan 12 Zulhijah). Disebut nafar awal karena jamaah lebih awak 
meninggalkan Mina kembali ke Mekkah dan hanya melontar jumrah 
sebanyak tiga hari. Total batu kerikil yang dilempar jamaah pada nafar 
awal adalah 49 butir dengan perincian: 
a. Pada tanggal 10 Zulhijjah, melontar jumrah aqabah dengan tujuh 
kerikil. 
b. Pada tanggal 11 zulhijjah, melontar jumrah aqabah dengan tujuh 
kerikil, jumrah ula dengan tujuh kerikil, jumrah wustha dengan tujuh 
kerikil, dan totalnya dua puluh satu kerikil. 
                                                           
54 M. Gazali Suyuti, Problematika Pelaksanaan Ibadah Haji, h. 32. 
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c. Pada tanggal 12 Zulhijjah, melontar jumrah aqabah dengan tujuh 
kerikil, jumrah ula dengan tujuh kerikil, jumrah wustha dengan tujuh 
kerikil. 
2. Nafar Tsani, yaitu melontar jumrah aqabah pada hari nahar (10 
Zulhijjah) dan melontar tiga jumrah (aqbah, ula, dan wustha) pada tiga 
hari tasyrik (11, 12, dan 13 Zulhijjah). Dengan demikian jamaah haji 
melontar jumrah selam empat hari dengan jumlah kerikil yang dilempar 
sebanyak 70 butir. Adapun rincian melontar jumrah tersebut adalah: 
a. Pada tanggal 10 Zulhijjah, melontar jumrah aqabah dengan tujuh 
kerikil. 
b. Pada tanggal 11 Zulhijjah, melontar jumrah aqabah, ula, wustha, 
masing-masing 21 lemparan. 
c. Pada tanggal 13 Zulhijjah, melontar jumrah aqabah, ula, wustha, 
masing-masing 21 lemparan. 
d. Pada tanggal 13 Zulhijjah, melontar jumrah aqabah, ula, wustha, 
masing-masing 21 lemparan. 
Dinamakan dengan nafar tsani (akhir), karena jamaah bermalam di Mina 
selam tiga malam dan baru meninggalkan Mina pada tanggal 13 Zulhijjah.55 
Melontar jumrah merupakan salah satu wajib haji yang harus 
dipenuhi dan diperhatikan tata cara pelaksanaannya, sehingga dapat mencapai 
kesempurnaan dalam menunaikan ibadah haji. Jika ada salah satu wajib haji 
atau tata cara dalam pelaksanaan ibadah haji kurang sempurna, maka ibadah 
hajinya pun tidak mencapai kesempurnaan. 
 
                                                           
55 Abdul Halim, Ensiklopedi Haji dan Umrah, Edisi. I (Cet. I; Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada,  2002), h. 89. 
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d. Sunnah Haji 
Dalam ilmu fikih, sunnah adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang 
mendatangkan pahala dan jika dtinggalkan tidak berdosa. Jadi pengertian 
sunnah haji disini adalah sesuati yang jika kita lakukan akan mendatangkan 
pahala dari Allah, dan jika kita tinggalkan haji kita tidak batal. 
1. Mandi sunnah menjelang ihram 
2. Shalat sunnah ihram sebanyak dua rakaat 
3. Membaca talbiyah, shalawat nabi dan doa 
4. Mencium Hajar Aswad 
5. Shalat sunnah di Hijir Ismail 
6. Shalat sunnah di Makam Ibrahim 
7. Berdoa di Multazam 
8. Minum air Zamzam56 
Sunnah haji merupakan amalan-amalan yang tidak wajib dilaksanakan, 
apabila dilaksanakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak 
mendapat dosa. Namun, alangkah baiknya jika mengerjakan amalan-amalan 
yang bernilai ibadah disisi Allah swt. 
 
C. Manajemen Pengelolaan Haji 
Pengelolaan ibadah haji adalah tanggung jawab pemerintah dalam hal ini 
Kementerian Agama atau lembaga bimbingan haji, baik pusat maupun daerah. 
Manajemen pengelolaan haji adalah seluruh proses rangkaian kegiatan 
penyelenggaraan haji, baik dari segi pelayanan, pembinaan dan perlindungan. Hal 
ini sebagaimana diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
                                                           
56 Abdurrahman Rochini, Segala Tentang Haji dan Umrah (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 
12 
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2012 pasal  625 ayat 1 yang berbunyi penyelenggaraan haji dan umrah 
sebagaimana di maksud dalam pasal 623 mempuyai tugas melakukan pelayanan, 
bimbingan teknis pembinaan serta pengelolaan data dan informasi haji dibidang 
pelayanan, pembinaan, pengelolaan keuangan haji dan umrah.57 Hal inilah yang 
menjadi landasan dasar pengelolaaan haji, sehingga dalam pelaksanaannya baik 
dalam memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada jamaah haji 
tidak keluar dari aturan yang dapat merugikan jamaah haji. Karena melihat realita 
yang terjadi sekarang ini, banyak terjadinya kesalahan teknis, pelangaran bahkan 
penipuan terhadap jamaah, sehingga untuk mengurangi risiko tersebut 
diterbitkannya UU yang mengatur pengelolaan haji. 
Berikut uraian singkat mengenai pengelolan haji: 
1. Pelayanan 
Pelayanan ibadah haji dapat dipahami sebagai segala kegiatan dalam 
rangka peningkatan kinerja dalam pemenuhan kebutuhan dasar calon jamaah 
haji sesuai dengan hak-hak dasarnya atau suatu barang, jasa dan pelayanan 
administrasi yang disediakan oleh penyelenggara ibadah haji. 
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sebagai penanggung jawab dalam 
pengeloaan ibadah tentunya harus memberikan pelayanan yang baik terhadap 
jamaah haji, apa lagi pada era desentralisasi dan semakin kuatnya demikrasi saat 
ini. 
Kriteria pelayanan penyelenggaaraan ibadah haji dan haji harus 
memegang prinsip antara lain: 
a) Kesederhanaan 
b) Kejelasan 
                                                           
57 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, “Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 
2012  tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertial Kementerian Agama, h. 213, 
https://ntt2.kemenag.go.id/file/file/dokumen/cfpe1350028311.pdf (30 maret 2018). 
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c) Kepastian dan ketepatan waktu 
d) Akorasi 
e) Tidak diskriminatif 
f) Tanggung jawab 
g) Kelengkapan sarana dan prasarana 
h) Kemudahan akses 
i) Kejujuran 
j) Kecermatan 
k) Kedisiplinan, keramahan dan kesopanan 
l) Keamanan dan kenyamanan58 
Pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah meliputi 
kegiatan di tanah air hingga tibah di tanah suci, dan pemulanagn jamaah ke 
tanah air lagi. Mulai dari pengaturan kuota, pendaftaran, pelunasan, 
penyelesaian administrasi dan dokumen, bimbingan dan manasik haji, 
penyiapan tugas, pengelompokkan dan penyediaan, akomodasi, operasional 
pemberangkatan, pelaksanaan ibadah haji dan pemulangan. 
Dalam pelayanan ibadah haji dan umrah sebagaimana tercantum dalam 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 pasal 7, antara lain: 
a) Pendaftaran 
b) Konsumsi 
c) Kesehatan 
d) Transportasi darat dan udara 
e) Penginapan59 
                                                           
58 Abdul Chalid, Manajemen Haji dan Wisata Religi (Semarang: Mitra Cendekia, 
2011), h 40. 
59 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan ibadah haji”,  https://kemenag.go.id/file/dokumen/UU1308.pdf, (20 Maret 
2018). 
40 
 
Inilah hal-hal yang harus diberikan dan diperhatikan dalam 
melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, sehingga jamaah haji 
akan merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan. Jika jamaah merasa 
puas dengan pelayanan yang kita berikan, maka kita juga akan merasakan 
kepuasan tersendiri karena melayani tamu Allah dengan sebaik mungkin.  
2. Pembinaan 
Dalam manajemen pelaksanaan pembinaan ibadah haji terdapat dua 
komponen pokok yang menjadi inti dalam melekukan pembinaan, yaitu 
pembimbing dan calon jamaah haji yang akan dibimbing. Berikut uraian 
mengenai pembing dan calon jamaah haji: 
a. Pembimbing 
Keberhsilan manajemen pelaksanaan ibadah haji dan umrah sangat 
ditentukan oleh keberhasilan pimpinannya dalam mengelola tenaga 
pembimbing dan Pembina tersedia di lembaga bimbingan haji dan 
umrah.60 
Tenaga pembimbing bertujuan untuk mendayagunakan tenaga 
pembimbing haji dan umrah secara efektif dan efisien untuk mencapai 
hasil yang optimal. 
b. Calon jamaah haji dan umrah 
Calon jamaah haji dan umrah juga perlu diataur sehingga tujuan 
bersama akan tercapai dan terlaksana. Manajemen calon jamaah haji 
dan umrah adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang 
berkaitan dengan calon jamaah haji dan umrah, mulai dari pendaftaran 
sampai dengan kembalinya ke tanah air. 
                                                           
60 Abdul Chalid, Manajemen Haji dan Wisata Religi, h. 44. 
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Dengan demikian tujuan pembinaan haji bertujuan untuk 
mengkooardinasi, mengarahkan, dengan membangun kemapuan secara 
bersama-sama dalam kegiatan ibadah haji demi terlaksananya cita-cita 
ibadah haji. 
3. Perlindungan  
Pengelolaan ibagah haji merupakan kegiatan besar yang melibatkan 
hubungan bilateral antar Negara. Oleh karena itu, Jamaah haji yang sedang 
menunaikan ibadah haji dan umrah di tanah suci harus dijamin 
perlindungannya. Perlindungan yang menyangkut istithaah di sini yang terkait 
dengan tiga hal pokok, yaitu kenyamanan, kendaraan, dan kesehatan. 
a. Kenyamanan 
Kenyamanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesian mempunyai 
arti keadaan yang nyaman, kesegaran, dan kesejukan. Nyaman 
merupakan kunci pokok dalam setiap keadaan. Oleh karena itu, 
seseorang yang melakukan perjalanan ibadah haji dan umrah harus 
dilindungi kenyamanannya. Nyaman pada saat pendaftaran, 
pembinaan, pemberangkatan ke tanah suci, tempat istirahat, makan dan 
minum, melakukan ibadah, dan kepulangan ke tanah air.  
b. Kendaraan 
Kendaraan merupakan syarat utama menuju ke tanah suci. Baik 
kendaraan udara maupun darat. Tanpa adanya kendaraan maka calaon 
jamaah haji tidak bisa ke tanah suci untuk menunakan ibadah haji. 
Kendaraan calon jamaah haji dan umrah harus jelas dan pasti untuk 
menghindari penundaan keberangkatan, jamaah terlantar ataupun gagal 
berangkat. 
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c. Kesehatan  
Sehat adalah syarat bagi individu baik panitia penyelenggara ibadah 
haji maupun jamaah haji dan umrah. Pemeriksaan dan pengontrolan 
dari dokter harus tetap dilakukan baik saat pemberangkatan, 
pelaksanaan, dan kepulangan jamaah haji dan umrah.61 Jika jamaah 
maupun penyelenggara ibadah haji kondisinya kurag sehat maka dapat 
menghambat kelancaran proses penyelenggaraan ibadah haji. 
Oleh karena itu tim kesehatam harus siap sedia untuk melayani 
jamaah haji dan umrah, terutama jamaah haji yang sudah lanjut usia, guna 
untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. 
Sejalan dengan pernyataan-pernyataan di atas, bahwa dalam sebuah 
lembaga, tindakan maajerial merupakan ujung dari lahirnya akuntabilitas. 
Seperti dikatakan oleh Cook, akuntabilitas merupakan dampak adanya otoritas 
yang dimiliki oleh seorang manajer, otoritas merupakan hak melakukan 
pengambilan keputusan berdasarkan hirarki jabatan yang dimilikinya, dan 
manjer sebagai pengelola manajemen pada suatu system organisasi merupakan 
sosok yang dapat mempengaruhi sistem tersebut yang bertanggung jawab atas 
setiap aktivitas yang berjalan sesuai dengan aturan dan bertanggung jawab pula 
atas perimbangan produktivitas dengan hasil yang dicapai.62 Sehingga jamaah 
hajipun merasa puas dengan kinerja dan pelayanan yang diberikan. 
 
 
 
 
                                                           
61 Abdul Chalid, Manajemen Haji dan Wisata Religi, h. 58. 
62
 M. Gazali Suyuti, Problematika Pelaksanaan Ibadah Haji, h. 168. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang 
harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Atau ilmu yang membahas metode 
ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu 
pengetahuan.63 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana 
masalah yang diteliti dipaparkan dalam bentuk deskriptif dan menelaah setiap 
masalah yang terjadi. 
Penenlitian adalah tiap usaha untuk mencari pengetahuan (ilmiah) baru 
menurut prosedur yang sistematis dan terkontrol melalui data empiris 
(pengalaman), yang artinya dapat beberapa kali diuji dengan hasil yang sama.64 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian yang bersifat 
interpretif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode, dalam 
menelaah masalah penelitiannya.65 
Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan 
sedalam-dalamnya. Peneitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau 
sampeling, bahkan populasi atau sampelingnya sangat terbatas.66 
                                                           
63 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Edisi. 1 (Jakarta: Granit, 
2004), h. 1. 
64 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, h. 2. 
65 Deddy Mulyana dan Solastun, Metode Penelitian Komunikasi (Cet. III; Bandung: 
PT. Remaja Rosdakrya, 2013), h. 5. 
66 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 
2009), h. 56. 
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Penelitian kualitatif adalah prusedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 
dapat diamati.67 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan yakni di Kantor Kementerian Agama Kab. 
Nagekeo yang terletak di Kota Mbay Kab. Nagekeo NTT, sasarannya yaitu 
pengelola lembaga (pimpinan dan staff) yang ada di Kantor Kementerian Agama 
Kota Mbay Kab. Nagekeo NTT. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan berada dalam lingkup wilayah penelitian haji, 
untuk itu peneliti menggunakan pendekatan manajemen. Adapun yang dimaksud 
dengan pendekatan manajemen dalam penelitian haji, peneliti meminjam teori-
teori ilmu yang telah mapan dalam bidang disiplin ilmu manajemen untuk 
mengungkapkan dan menjelaskan mengenai suatu fenomena atau gejala yang 
terkait dengan pengelolaan ibadah haji pada Kementerian Agama Kab. Nagekeo 
NTT. 
 
C. Sumber Data 
1. Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
informan yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, yaitu 
pengelolaan haji pada Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT. Dalam penelitian 
ini yang termasuk data primer adalah hasil wawancara dengan pimpinan, staff,
                                                           
67 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi (Cet. III; 
Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 92. 
45 
 
dan jamaah Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT sebagai informan mengenai 
manajemen pengelolaan haji di Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT. 
a. Pimpinan 
Dari pimpinan Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT diperoleh 
data secara akurat mengenai gambaran umum Kementerian Agama Kab. 
Nagekeo NTT yang meliputi: letak geografis, sejarah berdirinya, visi dan 
misi, keadaan staff, struktur organisasi, sarana dan prasarana dan seluruh 
kegiatan yang mendukung segala aktivitas pengelolaan lembaga guna 
mengembangkan Kantor Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT. 
b. Staff 
Para staff adalah pihak yang berinteraksi langsung dalam pengelolaan 
haji dan komponen ini diperlukan data mengenai kegiatan dan peranan 
manajemen dakwah dalam pengelolaan lembaga di dalamnya. 
c. Jamaah 
Jamaah sebagai sumber data yang nyata dan real dari program yang 
telah diaplikasikan oleh Kementrian Agama. Dari mereka dapat diperoleh 
data yang valid dan keberhasilan program Kementerian Agama Kab. 
Nagekeo NTT yang telah dirancang atau sebaliknya program-program yang 
gagal diterapkan. 
2. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder yaitu pustaka-pustaka yang memiliki relevansi dan 
bisa menunjang penelitian ini, yaitu dapat berupa: buku, majalah, koran, internet, 
serta suber data lain yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap. Data sekunder 
dapat ditemui diberbagia tempat, seperti Perpustakaan, Toko Buku, Warung 
Internet, media elektronik dan lain sebagainya. 
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D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 
Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 
mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 
Dalam penelitian ini, calon peneliti berencana menggunakan metode 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Observasi 
Observasi biasa diartikan sabagai pengamatan dan pencatatan secara 
sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.68 
Observasi adalah metode pengumpulan data yang tidak terbatas pada orang, 
tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Metode ini menggunakan pengamatan 
atau pengideraan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau 
perilaku. Misalnya: luas ruangan, keadaan ventilasi, jenis lantai ruangan, 
keadaan penerangan atau lampu ruangan, dan jenis perabot apa saja yang 
tersedia dalam ruangan, kesemuanya dapat diperoleh dan dikumpulkan 
datanya. Bermacam-macam benda, situasi, proses, kondisi, aktivitas, dan 
perilaku dapat diperoleh dan dikumpulkan datanya melalui penggunaan metode 
observasi.69  
Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses 
yang kompleks, atau proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 
psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan 
ingatan.70 
 
                                                           
68 Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Sosial (Cet.VIII; Yogyakarta: Gajah Mada 
University Press, 1998), h. 100. 
69 Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2007), h. 52. 
70 Lihat Sugiyono, Metode Penelitian, kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: 
Alfabeta, 2016), h. 145. 
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Dengan melakukan pengamatan, maka peneliti akan mendapat data 
tanpa harus berinteraksi atau berkomunikasi dengan informan dan  mengamati 
secara langsung proses yang terjadi di lapangan. 
2. Metode wawancara 
Pada prinsipnya metode wawancara sama dengan metode angket. 
Perbedaannya, pada angket pertanyaan diajukan secara tertulis, sedangkan pada 
wawancara, pertanyaan diajukan secara lisan (pengumpul data bertatap muka 
dengan informan/ responden.71 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus 
diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari inrofman/ 
responden yang lebih mendalam dan jumlah informannya/ respondennya 
sedikit/ kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan 
tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidsknya ada pengetahuan dan 
atau keyakinan pribadi. Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa anggapan 
yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interfiew dan 
juga kuisioner (angket) adalah sebagai berikut: 
a. Bahwa subyek (informan) adalah orang yang paling tau tentang dirinya 
sendiri 
b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar 
dan dapat dipercaya 
c. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang 
dimaksudkan oleh peneliti72 
                                                           
71 Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, h. 52 
72 Sugiyono, Metode Penelitian, kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 138. 
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Metode wawancara lebih mendekatkan hubungan antara peneliti dan 
informan, karena mereka berinteraksi secara langsung. Hal ini dapat 
menunjang proses pengumpulan data, karena dengan berinteraksi secara 
langsung akan menimbulakan respon yang lebih baik dari informan. 
3. Dokumentasi 
Untuk metode dokumentasi, alat pengumpulan datanya disebut form 
pencatatan dokumen, dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang 
tersedia. Jumlah pemilikan tanah misalanya, dokumennya pada si pemilik 
tanah berupa sertifikat tanah atau dokumen laninnya yang sah; kehadiran 
pelajar atau mahasiswa dalam mengikuti acara-acara pelajaran/ perkuliahan di 
kelas, dokumenya terlihat pada daftar hadir siswa atau mahasiswa; jumlah 
kelahirn dan kematian pada suatu desa, dokumenya dapat dilihat pada buku 
catatan kelahiran dan kematian di desa bersangkutan. Contoh-contoh yang 
disebutkan tadi, bisa termasuk sumber data yang berupa catatan resmi atau 
official of formal records. Di samping itu, yang disebut sember sekunder 
(secondary resources), juga termasuk dokumen-dokumen ekspresif (expressive 
documents), seperti biografi, autobiografi, surat-surat , dan buku harian, 
termasuk juga laporan media massa (mass media reports) baik melalui surat 
kabar, majalah, radio, televisi, maupun media cetak atau elektronik lainnya.73 
Dengan adanya pengumpulan data berupa dokumentasi akan lebih 
menambah informasi yang didapat, sehingga pada penelitian yang akan 
dilakukan ini, peneliti juga menjadikan metode dokumentasi sebagai salah satu 
metode pengumpulan data. 
 
                                                           
73 Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, h. 52 
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E. Instrumen Penelitian 
Instrumen adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan 
penelitian guna mengumpulkan data yang diteliti. 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 
peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti juga harus “divalidasi” seberapa jauh 
peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. 
Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap 
pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang 
yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penenlitian, baik secara 
akademik maupun logistiknya.74 
Pemilihan alat (instrumen) untuk suatu penelitian sangat dipengaruhi 
oleh jenis dan sifat data yang akan dikumpulkan. Dalam pelaksanaan 
pengumpulan data dengan menggunakan alat (instrumen) yang sudah 
dipersiapkan secara baik dan benar, serta harus memahami secara baik mengenai 
masalah penelitian, tujan dan variabel penelitian.75  
Tolak ukur keberhasilan penelitian juga tergantung pada instrumen yang 
digunakan. Oleh karena itu penelitian lapangan (field research) yang meliputi 
observasi dan wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan, 
dibutuhkan kamera, alat perekam (recorder) dan alat tulis menulis berupa buku 
catatan dan pulpen. Karena tanpa adanya instrumen yang dapat menunjang 
penelitian maka penelitian akan mendapatkan sedikit hambatan karena peneliti 
akan kesusahan dala menbimput atau data hasil penelitian. Jadi instrumen 
penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam dalam proses penelitian. 
 
                                                           
74 Sugiyono, Metode Penelitian, kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 122. 
75 Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Cet. II; 
Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), h. 73. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  
Teknik pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data 
yang akan disajikan dalam bentuk narasi kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk 
verbal yang diolah menjadi jelas, akurat, dan sistematis.76 Peneliti akan 
melakukan pencatatan dan berupaya mengumpulkan informasi mengenai keadaan 
atau gejala yang terjadi saat penelitian yang dilakukan.  
Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara 
sistemaris catatan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan lainnya 
untuk menigkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 
menjadikannya sebagai temuan bagi orang lain.77 
Miles dan Hubermen (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam 
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 
menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.78 
Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu: 
1. Data Reduction (Reduksi Data) 
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 
maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, 
memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 
polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi, akan memberikan gambaran 
yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakuka
                                                           
76 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif (Cet. I; Yogyakarta: PT Lkis Yogyakarta, 
2008), h. 89. 
77 Neon Muhajirin, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: RAKE SARASIN, 
1993), h. 89. 
78 Lihat Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 
178. 
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 pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.79 
2. Data Display (Penyajian Data) 
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk 
uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori.80Dalam penyajian data 
peneliti akan menguraikan dan mendekripsikan data yag telah diperoleh dari 
lapangan secara sistematis. 
3. Conclusion Drawing/ Verivication (penarikan kesimpulan) 
Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah 
penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih kesimpulan 
sementara yang akan berubah bila diperolah data baru dalam pengumpulan data 
berikutnya. Kesimulan-kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan diverifikasi 
selama penelitian berlangsung dengan caramemikirkan kembali meninjau ulang 
catatan lapangan sehingga berbentuk penegasan kesimpulan. 
                                                           
79 Sugiyono, Metode Penelitian, kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 247. 
80 Sugiyono, Metode Penelitian, kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 249.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A.  Gambaran Umum Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT 
1. Latar Belakang Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo berdiri pada tahun 
2009, saat itu masih  bergabung dengan Kantor Kementerian Agama Kab. 
Ngada yang berpusat di Bajawa. Pada tahun 2011, Kantor Kementerian 
Agama Kab Nagekeo sudah berpindah ke Mbay dengan Pjs. Kepala Bapak 
Drs. Lutfi Daeng Maro. Pada Tahun 2012, Kantor Kementerian Agama Kab. 
Nagekeo sudah memiliki kepala defenitif, yaitu Bapak Drs. Rafael Ope, MM. 
Sejak tahun 2011 sampai dengan 2014, Kantor Kementerian Agama 
Nagekeo mengontrak rumah penduduk untuk dijadikan kantor sementara. 
Kegiatan pembangunan gedung kantor sedang dalam proses pembangunan 
seiring dengan proses hukum  dari pihak penggugat atas lokasi bangunan 
kantor Kementerian Agama Kab. Nagekeo. Penyelesaian pembangunan  
gedung  kantor Kementerian Agama Kab. Nagekeo pada bulan Desember 
tahun 2014 dan  diresmikan pada tanggal 25 Februari 2015. Berarti kegiatan 
pelayanan  di kantor baru secara defenitif  terjadi pada tahun 2015. 
Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT memiliki pejabat dan staf 
lebih banyak yang beragama Katolik dibandingkan dengan yang beragama 
Islam maupun Kristen Protestan. Jadi untuk Seksi Penyelenggaraan Haji dan 
Umrah serta Seksi Bimas (Bimbingan Masyarakat) Islam dan Pendis 
(Pendidikan Islam) sangat terbatas dan dapat dikatakan kekurangan SDM. 
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Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT mulai melaksanakan 
penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2011. Pada waktu itu, Seksi 
penyelenggara haji Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT hanya terdiri dari 
dua orang, yakni Sudirman Samsudin selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji 
dan Halima Habiba selaku Bendahara. Jadi pada saat itu penyelenggaraan 
ibadah haji hanya dikelolah oleh dua orang dan terdapat banyak hambatan 
dalam pelaksanaannya. Kepala seksi Penyelenggara haji harus mengkoordinir 
dan mengerjakan sendiri hal-hal yang berkaitan dengan keperluan 
penyelenggaraan ibadah haji, seperti dalam hal pendaftaran, 
pembinaan/mansik, pengurusan Visa dan Paspor, dan hal-hal lain yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Setelah tahun 2014 barulah 
bertambah satu orang staff, namun bukan yang memimiliki background 
mengenai penyelenggaraan ibadah haji. Jadi pengelolaan ibadah haji masih 
sepenuhnya dikoordinir dan dikendalikan oleh Kepala Seksi Penyelenggara 
haji. Staff penyelenggara haji hanya menangani mengenai pendaftaran jamaah 
baik itu input maupun output data jamaah haji. 
Hingga saat ini, Seksi Penyelenggara Haji di Kementerian Agama 
Kab. Nagekeo NTT hanya sebanyak tiga orang. Namun yang lebih 
mengetahui mengenai seluk beluk penyelenggaraan ibadah haji hanya Kepala 
Seksi Penyelenggara Haji. 
Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT mengkoordinir pelaksanaan 
ibadah haji dan umrah hanya sampai di Embarkasi Surabaya, sedangkan dari 
Embarkasi hingga ke tanah suci merupakan tanggung jawab Panitia 
Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia yang telah ditentukan oleh Kementerian 
Agama Republik Indonesia. 
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Jamaah haji Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT dari tahun ke 
tahun tidak begitu banyak, karena populasi  penduduk Muslim yang sedikit 
dibandingkan dengan non Muslim dan  masyarakat Kab. Nagekeo rata-rata 
petani dengan penghasilan di bawah rata-rata. Jadi meskipun mereka 
mempunyai keinginan untuk menunaikan ibadah haji, keinginan tersebut harus 
mereka pendam karena keterbatasan ekonomi. Selain itu, sebagian besar 
masyarakat Muslim Kab. Nagekeo belum begitu paham mengenai syariat 
Islam dan juga budaya yang masih mengental. Kebanyakan dari mereka lebih 
mementingkan budaya dibandingkan Agama dan Pendidikan.  
2. Visi dan Misi 
 VISI : Masyarakat Nagekeo beriman, cerdas, demokratis, rukun dan  Sejahtera 
           MISI :  
a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengamalan kehidupan  
beragama & Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 
b. Memberdayakan umat beragama dan Lembaga Agama 
c. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan 
d. Memperkokoh kerukunan lintas iman yang otentik antar umat 
beragama 
e. Meningkatkan kualitas iman, takwa, moral dan etika umat 
beragama 
f. Meningkatkan kualitas iman dan takwa, moral dan etika aparatur  
g. Meningkatkan kemitraan yang solid dan mutualis dengan  
stakeholders 
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3. Wilayah Pelayanan Kantor Kementerian Agama Kab. Nagekeo 
Gamabar 4.1 peta administrasi Kab. Nagekeo   
 Sumber: Data yang diperoleh peneliti 2018 
Topografi-Geografis 
a. Wilayah pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo 
mencakup seluruh Kab. Nagekeo. 
b. Secara topografi wilayah pelayanan Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Nagekeo terdiri dari daerah-daerah berbukit dengan 
kemiringan, daerah pesisir dan dataran rendah. 
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c. Batas-batas geografis: Berbatasan lansung dengan Kab. Ngada, 
Sebelah Timur kabupaten Ende  sebelah Utara Laut Flores dan 
Sebelah Selatan Laut Sawu. 
4. Struktur Kantor Kementerian Agama Kab. Nagekeo 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo adalah Instansi 
Vertikal Kementerian Agama yang berada di Kota Mbay Kec. Aesesa wilayah 
Kabupaten Nagekeo,  Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan tugas dan 
fungsi Kantor Kementerian Agama Kab. Nagekeo dijabarkan dalam sebuah 
struktur dan tata kerja. Semua itu dilakukan agar staff atau karyawan dapat 
menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga dapat menunjang 
keberhasilan suatu tujuan yang telah ditetapkan. Apalagi Kementerian Agama 
Kab. Nagekeo menjujung tinggi lima nilai budaya kerja. Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Nagekeo disusun dengan struktur sebagai berikut : 
a. Kepala Kantor Kementerian Agama  
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
• Umum, Inmas  
• Kepegawaian  
• Keuangan 
c. Seksi Kependidikan Agama Islam & Bimais 
d. Seksi Urusan Agama Katolik 
e. Seksi Pendidikan Katolik 
f. Penyelenggara Haji dan Umrah 
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5. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Data primer yang diolah 2018 
6. Struktur Kerja  Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah 
Pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor 
Kementerian Agama Kab. Nagekeo dijabarkan dalam sebuah struktur dan 
tata kerja. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo dengan 
struktur sebagai berikut : 
a. Kepala Seksi Penyelenggara Haji (Drs. Sudirman Samsudin) 
Adapun tugas yang diemban sebagai Kepala Seksi Penyelenggara Haji 
dan Umrah adalah mengkoordinir pengelolaan ibadah haji dan umrah. 
KEPALA KANTOR 
YOSEF 
NGANGGO,S.Ag 
KASUBAG TU 
Petrus haro,S.Ag 
 
SEKSI PENDIS & 
BIMAIS  
Drs. Muh.Lutfi 
Daeng Maro 
SEKSI PENDAKAT 
Fidelis Seran, S.Ag 
 
 
 
PENYELENGGAR
A HAJI & 
UMRAH 
Drs. Sudirman 
Syamsudin 
 
SEKSI URAKAT 
Fransiscus 
Deu,S.Ag 
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Kepala Seksi Penyelenggara haji dan Umrah di Kementerian Agama 
Kab. Nagekeo yang lebih berperan dalam penyusunan perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. 
b. Bendahara Seksi Penyelenggara Haji (Halima Habiba) 
Adapun tugas yang diemban selaku bendahara Seksi Penyelenggara 
Haji dan Umrah di Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT adalah 
mengatur mengenai administrasi keuangan seksi penyelenggara haji 
dan umrah. 
c.  Staff/operator Seksi Penyelenggara Haji (Sahrir Ramadhan, S.Pd.)  
Adapun tugas yang diemban oleh staff/operator Seksi Penyelenggara 
Haji kementerian Agama adalah mengenai administarsi pendaftaran 
jamaah haji, baik itu input, proses maupun output data jamaah haji. 
 
B. Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Haji 
Manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja seseorang atau 
kelompok dalam menjalankan tugasnya melalui suatu tindakan tertentu tentang 
apa yang harus dilakukan, metode apa yang harus digunakan dan kapan harus 
memulai suatu tindakan serta hal-hal yang dapat menunjang proses pencapaian 
tujuan tertentu, sedangkan pengelolaan adalah suatu proses dalam 
menyelenggarakan suatu kegiatan. Pengelolaan haji di Kementerian Agama Kab. 
Nagekeo tidak jauh beda dengan pengelolaan haji di Instansi maupun Travel haji 
yang lain karena masih sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.  
Menurut Yosef Nganggo selaku pimpinan dari Kementerian Agama Kab. 
Nagekeo mengatakan bahwa: 
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 “Kami selaku pelayan umat harus memberikan pelayanan terbaik dan 
menjaga kepercayaan umat. Karena dengan begitu maka kami dapat 
menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan sebaik mungkin. Jika 
kami tidak mendapatkan kepercayaan penuh dari umat maka kami akan 
menyelenggarakan ibadah haji hingga sekarang ini.”81 
Dari pernyataan tersebut dapat simpulkan bahwa Kementerian Agama 
Kab. Nagekeo berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam proses 
penyelenggaraan ibadah haji. 
Kementerian Agama Kab. Nagekeo merupakan instansi pemerintah yang 
bertugas sebagai penanggung jawab pelaksaan ibadah haji, yang dikoordinir oleh 
Penyelenggara haji Kementerian Agama Kab. Nagekeo itu sendiri. Pihak 
penyelenggara haji Kementerian Agama Kab. Nagekeo tidak begitu banyak, 
namun mereka bekerja semaksimal mungkin sehinnga mampu mengkoordinir 
penyelenggaraan ibadah haji. Jumlah jamaah haji yang diberangkatkan oleh pihak 
Kementerian Agama Kab. Nagekeo tidak begitu banyak, namun penyelenggara 
haji tetap semangat dalam menyelenggrakan ibadah haji dan dapat dikoordinir 
dengan baik. Meskipun Kementerian Agama Kab. Nagekeo merupakan 
Kementerian Agama yang belum lama berdiri dan juga kekurangan staf dalam 
bidang penyelenggaraan haji dan Bimas Islam, namun mereka tetap menjalankan 
tugas dan fungsinya dengan baik, meskipun terdapat beberapa kekurangan. 
Menurut Sudirman Samsudin selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji di 
Kementerian Agama Kab. Nagekeo mengatakan bahwa: 
“Personil yang sedikit bukanlah suatu hamabatan bagi kami untuk 
menunaikan kewajiban, melihat semangat jamaah kami selaku 
penyelenggara pun ikut semangat dalam memberikan pelayanan mapun 
pembinaan kepada jamaah”82 
                                                           
81
 Yosef Nganggo (57 tahun), Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Nagekeo, 
Wawancara, Mbay, 03 Agustus 2017. 
82 Sudirman Samsudin (56 tahun), Kepala Seksi Penyelenggara Haji Kementerian 
Agama Kab. Nagekeo, Wawancara, Mbay, 26 juli 2017. 
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 Merujuk dari pembahasan di atas, bahwa dalam penyelenggaraan ibadah 
haji tidak terlepas dari penerapan fungsi manjemen, adapun fungsi manajemen 
dalam penyelenggaraan ibadah haji meliputi, perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, pengendalian dan pengevaluasian. 
1. Perencanaan 
Perencanaan merupakan langkah awal dalam suatu kegiatan yang 
diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan dan yang telah ditentukan. Hal ini sejalan dengan apa yang telah 
diterapkan di Kementerian Agama Kab. Nagekeo. Dalam membuat sebuah 
kegiatan, maka hal yang paling utama dilakukan adalah menyusun sebuah 
rencana. 
Perencanaan merupakan hal yang utama dan mendasar yang 
dibutuhkan dalam merancang dan membuat suatu kegiatan yang digambarkan 
dengan perencanaan yang akan dilaksanakan dalam menjalankan suatu 
kegiatan dan pengelolaan suatu lembaga dalam mewujudkan tujuan yang 
diinginkan. 
Menurut Sudirman Samsudin selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji 
Kementerian Agama Kab. nagekeo mengatakan bahwa: 
“Kami merencanakan penyelenggaraan haji jauh sebelum pelaksanaan haji 
baik itu pelayanan dan pembinaan, namun tidak keluar dari aturan yang 
telah ditetapkan. Rencana merupakan poin utama yang tidak bisa diabaikan. 
Dalam menyusun rencana hal yang biasa kami lakukan adalah menentukan 
apa yang harus kami lakukan dan harus kami siapkan. Misalnya kami 
merencanakan siapa yang akan melayani pendaftaran, menyiapkan 
tarnsportasi, yang akan mengurus paspor, yang akan menyediakan saranan 
prasarana dalam melakukan bimbingan, membawakan bimbingan mansik 
haji, dan siapa yang akan melakukaan koordinasi dengan instansi lain terkait 
dengan hal-hal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji. 
Perencanaan yang biasa kami lakukan itu melalui rapat bersama staf, 
sehingga adanya kesepakatan dan koordinasi diantara kami”.83 
                                                           
83 Sudirman Samsudin (56 tahun), Kepala Seksi Penyelenggara Haji Kementerian Agama 
Kab. Nagekeo, Wawancara, Mbay, 26 juli 2017. 
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Dari pernyataan tersebut di atas, bahwa di Kementerian Agama Kab. 
Nagekeo telah menerapkan fungsi perencanaan dalam pengelolaan ibadah haji. 
Yang mana dalam hal ini, Kementerian Agama merencanakan terlebih dahulu 
siapa yang akan melakukan apa dan bertanggung jawab terhadapa apa. 
Namaun pada praktiknya terkadang tidak berjalan sesuai dengan rencana yang 
sudah disusun. Seperti halnya staff yang sudah ditugaskan untuk menyediakan 
sarana prasarana untuk keperluan manasik haji, namun tidak melaksanakan 
tugasnya dengan baik. Salah satu contohnya adalah keterlamabatan dalam 
menyediakan miniatur Ka’bah, tidak membuat spanduk ucapa selamat 
menunaikan ibadah suci sebagaimana yang sudah ditugaskan kepadanya. 
namun untuk selebihnya Kementerian agama Kab. Nagekeo telah menjalankan 
fungsi perencanaan dengan baik  
2. Pengorganisasian  
Pengorganisaian merupakan salah satu fungsi manajemen yang 
dilaksanakan setelah tahap perencanaan. Dimana rancanagan kegiatan 
diorganisasikan mulai dari pembagian tugas dan yang lainnya. Berikut struktur 
pembagian kerja pada Seksi Penyelenggara Haji Kementerian Agama Kab. 
Nagekeo: 
No Nama Jabatan Tugas 
1 Yosef Nganggo Kepala Kantor Mengkoordinir kebijakan 
penuh dan bertanggung 
jawab penuh terhadap 
terlaksananya program 
kerja pada organisasi 
2 Sudirman Samsudin Kepala Seksi 
Penyelenggara Haji 
Mengkoordinir 
penyelenggraan ibadah 
haji dan bertanggung 
jawab atas 
penyelenggaraan ibadah 
haji 
3 Halima Habiba Bendahara Seksi 
Penyelenggara Haji 
Mengkoordinasi 
administrasi keuangan 
62 
 
 
4 Syahrir Ramadhan Operator Membantu dan 
mengoptimalkan tugas 
pimpinan dan menangani 
perlengkapan haji serta 
hubungan terhadap 
jamaah 
Sumber: Data Primer yang diolah oleh peneliti 2018 
Berdasarkan struktur kerja penyelenggara haji di Kementerian Agama 
kab. Nagekeo NTT di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak Kementerian 
Agama telah menggunakan funsi manajemen dengan baik, yang mana telah 
dilakukan pembagian kerja atau tugas, sehinnga dalam pelaksanan 
penyelenggaraan ibadah haji berjalan efektif dn efisien. 
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Sudirman 
Samsudin mengemukakan bahwa: 
“Kementerian Agama Kab. Nagekeo bekerja sama dengan pihak lain, 
diantranya Kementerian Agama Kab. Ngada dalam proses pendaftaran 
jamaah haji, bekerja sama dengan pihak Imigrasi Kab. Sikka dalam proses 
pembuatan papor. Bentuk kerja sama yang kami lakukan adalah pihak 
Imigrasi Kab. Sikka dan Pihak Penyelenggara Ibadah Haji Kab. Nagekeo 
sepakat untuk bertemu di Kab. Ende untuk pembuatan paspor jamaah haji.  
Dan jika kami membutuhkan hotel dan transportasi udara sudah disiapkan 
oleh pihak travel Budi Mulya.”84 
Dengan demikian Kementerian Agama Kab. Nagekeo sudah 
menerapkan fungsi pengorganisasian manajemen pada umumnya, akan tetapi 
lantaran kekurangan staf dan sarana prasarana sehingga dibutuhkan pihak lain 
yang turut membantu dalam proses penyelenggaraan ibadah haji. 
3. Pelaksanaan 
Pelaksanaan merupakan inti dalam sebuah kegiatan. Jika sudah 
direncanakan dan diorganisir maka untuk merealisasikan suatu kegiatan 
tentunya harus dilaksanakan. Pelaskanaan penyelenggaraan haji di 
Kementerian Agama Kab. Nagekeo saat ini sudah terstruktur dengan baik,
                                                           
84
 Sudirman Samsudin (56 tahun), Kepala Seksi Penyelenggara Haji Kementerian 
Agama Kab. Nagekeo, Wawancara, Mbay, 26 juli 2017. 
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dimulai dari proses pendaftaran, manasik, pemberangkatan dan pemulangan 
jamaah haji. Pelaksanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dimana 
dalam setiap kegiatan penyelenggaraan haji melibatkan beberapa orang di 
dalamnya yang bekerja sama, dalam hal ini penyelenggaraan ibadah haji dan 
tentunya diperlukan tenaga yang bukan hanya memahami apa yang menjadi 
pekerjaannya, tetapi juga mampu memahami segala bentuk atau proses yang 
telah direncanakan sebelumnya. Meneurut Yosef Nganggo: 
“Dalam merealisasikan penyelenggaraan ibadah haji, pihak penyelengaara 
haji yang terjun langsung menjelaskan mengenai proses pendaftaran, 
manasik, kepastian keberangkatan, menjelaskan fasilitas yang kita sediakan 
dan memberikan pemahaman terkait dengan pemberangkatan”.85 
Jadi jelas dalam hal ini bahwa peranan manajemen dalam suatu 
perencanaan menyelenggaraakan ibadah haji akan terjadi bila terdapat tenaga 
yang mampu melaksanakan dan merealisasikan rencana tersebut dalam bentuk 
kinerja yang nyata. Tanpa adanya perencanaan yang dilaksanakan dengan baik 
maka tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam penyelenggaraan 
ibadah haji.  
4. Pengawasan/Pengendalian 
Pengawasan/pengendalian merupakan kegiatan dalam melihat sejauh 
mana suatu kegiatan telah dilaksanakan dan apa yang menjadi kendala 
maupun hambatan dalam kegiatan tersebut. Pengawasan/pengendalian 
dibutuhkan dalam setiap organisasi maupun lembaga utuk menjamin agar 
semua keputusan rencana dan pelaksanaan kegiatan mencapai suatu tujuan 
dengan baik dan efisien. Memonitor perubahan baik individu maupun 
keseluruhan dalam struktur organisasi. 
                                                           
85 Yosef Nganggo (57 tahun), Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Nagekeo, 
Wawancara, Mbay, 03 Agustus 2017. 
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Di Kementerian Agama Kab. Nagekeo pengawasan dipantau langsung 
oleh Kepala Kantor. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak 
Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT adalah dengan terjun langsung dalam 
proses penyelenggaraan ibadah haji. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Sudirman Samsudin bahwa: 
“Untuk mengetahui bahwa penyelenggraan ibadah haji berjalan dengan 
lancar kami selaku penyelenggara haji memantau langsung proses 
penyelnggaraan ibadah haji selama masih di Kab. Nagekeo hingga ke 
Embarkasi Surabaya, baik itu pelayanan maupun pembinaan. Untuk 
memastikan semua jamaah berangkat dengan aman ke tanah suci kami 
selaku penyelenggara ibadah haji dan Kepala Kantor maupun Kasubag Tata 
Usaha mengantar langsung jamaah ke Embarkasi Surabaya. Kami akan 
kembali ke Kab. Nagekeo jika jamaah haji sudah diberangkatkan ke tanah 
suci.” 86 
Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak Kementerian 
Agama kab. Nagekeo NTT bertanggung jawab penuh dalam proses 
penyelenggaraan ibadah haji, meskipun tanggung jawabnya hanya sampai pada 
mengantar jamaah haji sampai ke Embarkasi Surabaya namun pihak 
penyelenggara haji tidak langsung kembali ke Kab. Nagekeo tetapi memastikan 
semua jamaah berangkat ke Tanah Suci. 
5. Evaluasi 
Salah satu yang harus diperhatikan dalam mengelola suatu lembaga 
dan menjalankan suatu kegiatan , dalam hal ini penyelenggaraan ibadah haji di 
Kementerian Agama Kab. Nagekeo adalah dengan melakukan langkah evaluasi 
terhadap proses yang telah terlaksana. Adapun bentuk-bentuk evaluasi yang 
dilakukan seperti mengevaluasi proses penyelenggaraan haji, mengukur sejau 
mana staff bekerja sama dan mengevaluasi bahwa semua berjalan sesuai 
perencanaan yang diharapkan dan sesuai dengan peraturan Undang-Undang.
                                                           
86 Sudirman Samsudin (56 tahun), Kepala Seksi Penyelenggara Haji Kementerian Agama 
Kab. Nagekeo, Wawancara, Mbay, 26 juli 2017. 
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Seperti yang dikatan oleh Sudirman Samsudin bahwa: 
“Untuk mengevaluasi apa yang kita laksanakan, kami lebih melihat kepada 
hasil yang telah dicapai, ketika hasil sesuai dengan perencanaan, maka apa 
yang telah kami laksanakan berhasil, tetapi apabila harapan tidak sesuai 
kenyataan maka ada beberapa hal yang mesti kami perbaiki terkait dengan 
penyelenggaraan ibadah haji baik itu pelayanan dan pembinaan. Evaluasi 
sering kami lakukan melalui rapat bersama, baik selama dalam berjalannya 
proses persiapan hingga pulangnya jamaah dari tana suci. Evaluasi sering 
kami lakukan agar kami mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan 
kekurangan kami, sehingga kami dapat memperbaiki kekurangan kami dan 
meningkatkan kinerja kami”.87 
Di Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT evaluasi dilakukan 
melalui rapat bersama pihak penyelenggara ibadah haji. Rapat evaluasi biasa 
dilakukan selama proses menyiapkan pelaksanaan ibadah haji dan setelah 
pelaksanaan ibadah haji dengan melihat sejauh mana pelayanan dan 
pembinaan yang diberikan kepada jamaah haji. 
Evaluasi dilakukan dengan tujuan agar dapat memperbaiki 
kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan 
dan melihat sejauh mana hasil yang telah dicapai. Selain itu, agar dapat 
mempertahankan atau meningkatkan kinerja dan sebagai rujukan atau tolak 
ukur untuk proses penyelenggaraan haji yang selanjutnya. 
Oleh karena itu, evaluasi dibutuhkan dalam hal memonitoring 
kembali terhadap apa yang telah dilaksanakan. Dengan adanya evaluasi, maka 
kita bisa mengetahui apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan lembaga, 
berhasil atau tidaknya suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. 
                                                           
87 Sudirman Samsudin (56 tahun), Kepala Seksi Penyelenggara Haji Kementerian Agama 
Kab. Nagekeo, Wawancara, Mbay, 26 juli 2017 
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C. Penerapan Manajemen Pengelolaan Haji di Kementerian Agama Kab. 
Nagekeo NTT 
1. Pelayanan 
Pelayanan yang diberikan Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT 
meliputi pendaftaran, konsumsi, kesehatan, transportasi dan penginapan. Prosedur 
peneyelenggaraan ibadah haji melalui Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT, 
yaitu:  
a. Pendaftaran  
Proses pendaftaran adalah langkah awal yang dilakukan oleh 
jamaah yang ingin menunaikan ibadah haji. Pendaftaran bagi jamaah haji di 
Kementerian Agama Kab. Nagekeo di buka setiap hari selama jam kerja. 
Jamaah haji dapat memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan ibadah 
haji  melalui pusat informasi  yang telah disediakan oleh pihak 
penyelenggara haji seperti di Kantor Kementerian Agama Kab. Nagekeo 
NTT dan juga informasi dapat diperoleh melalui KUA Kecamatan Masing-
masing yang masuk dalam naungan Kementerian Agama Kab. Nagekeo 
NTT, dengan cara memberikan arahan-arahan tentang persyaratan yang 
harus dipenuhi oleh para jamaah demi mempermudah kegiatan tersebut.  
Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon jamaah haji 
adalah sebagai berikut: 
a) Persyaratan pembayaran haji 
1) Mengisi formulir dan pendaftaran haji yang telah disediakan oleh 
penyelenggara haji Kementerian Agama Kab. Nagekeo. 
2) Membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji melalui bank 
penerima setoran haji 
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3) Membayar uang muka pendaftaran melalui Bank BRI Rp 
25.100.000 dan BNI Rp. 25.500.000. 
4) Nama di paspor 3 ( tiga ) kata 
Contoh: Amelia Harokah Islamiyah 
5) Surat keterangan dari puskesmas sesuai domisili 
6) Menyerahkan foto copy KTP 10 lembar 
7) Foto copy Kartu Keluarga (KK) 
8) Foto copy Buku Nikah ( bagi yang sudah menikah) 
9) Menyerahkan pas foto terbaru berwarna, 3x4 = 20 lembar, 4x6 =20 
lembar. Latar putih, tidak memakai kacamata, warna baju bukan 
putih, zoom wajah 80%, tidak memakai pakaian dinas, khusus 
wanita memakai jilbab.   
b) Harga paket sudah termasuk: 
1) Setoran BPIH ke pemerintah 
2) Tiket pesawat PP kelas ekonomi 
3) Akomodasi hotel 
4) Makan 3 kali sehari menu Indonesia 
5) Ziarah sesuai program 
c) Perlengkapan Haji 
1) Koper besar dan koper kecil 
2) Tas paspor 
3) Bahan seragam 
4) Ihram laki-laki 
5) Gamis dan kerudung (perempuan) 
6) Air zam-zam 10 liter/orang 
7) Buku manasik haji 
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8) Buku panduan perjalanan. 
d) Harga paket tidak termasuk 
1) Biaya perjalanan PP dari dan ke Embarkasi Surabaya  
2) Biaya kelebihan berat bagasi/cargo 
3) Tour dan transportasi di luar paket 
4) Telepon, telex, faxmili, cucian dan lain-lain yang bersifat pribadi. 
5) Kursi roda 
Pihak penyelenggara haji Kementerian Agama Kab. Nagekeo 
selanjutnya mengarhkan jamaah yang telah mengisi formulir dan 
melengkapi berkas untuk melakukan pendaftaran haji melalui SISKOHAT 
di Kementerian Agama Kab. Ngada yang bertempat di Bajawa, karena 
kementerian agama Kab. Nagekeo belum memiliki SISKOHAT Sendiri. 
Dengan demikian jamaah dapat memperoleh porsi (kuota) untuk 
pemberangkatan jamaah haji. Seperti yang diungkapakan oleh Sudirman 
Samsudin bahwa: 
”Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT merupakan Kementerian Agama 
yag baru didirikan, selain kekurangan SDM karena kebanyakan dari kantor 
adalah non Muslim, kami juga masih kurang sarana prasarana seperti 
SISKOHAT dan miniatur Ka’bah, jadi kami melakukan koordinasi dengan 
pihak Kementerian Agama Kab. Ngada untuk pendaftaran jamaah haji. 
Setelah jamaah melengkapi berkas yang telah diberikan kami mengrahkan 
jamaah untuk pergi ke kantor Kementerian Agama Kab. Ngada agar 
mendaftarkan dirinya melalui SISKOHAT Kementerian Agama Kab. 
Ngada.Selain itu kami juga melakukan koordinasi dengan pihak Imigrasi 
Kab. Sikka dalam pembuatan paspor, karena Kab. Nagekeo belum memiliki 
kantor imigrasi”.88 
Sedangkan pelayanan administrasi haji di Emabakasi Surabaya 
hingga ke tanah suci adalah merupkan tanggung jawab dari panitia 
penyelenggara ibadah haji yang telah dipilih oleh Kementerian Agama
                                                           
88
 Sudirman Samsudin (56 tahun), Kepala Seksi Penyelenggara Haji Kementerian 
Agama Kab. Nagekeo, Wawancara, Mbay, 26 juli 2017. 
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Republik Indonesia dengan perwakilan dari masing-masing provinsi. 
Pihak penyelenggara haji Kementerian Agama Kab. Nagekeo hanya 
melayani jamaah haji hingga ke Embarkasi Surabaya. 
b. Konsumsi  
Untuk pelayanan makanan jamaah selama di Arab Saudi 
merupakan tanggung jawab Panitia Pelaksana Ibadah Haji (PPIH) yang 
telah ditentukan oleh pihak Kementerian Agama Republik Indoesia dan 
provinsi. Namaun makanan yang disediakan adalah makanan Indonesia. 
Tidak ada perbedaan menu untuk jamaah haji Kementerian Agama Kab. 
Nagekeo karena semua jamaah paket hajinya sama. 
Pihak peneyelenggara ibadah haji Kementerian Agama Kab. 
Nagekeo NTT tetap menyediakan konsumsi untuk jamaah haji selama 
dalam perjalanan dari Kabupaten Nagekeo Menju Embarkasi Surabaya. 
Sebelum jamaah haji Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT ke 
Emabarkasi Surabaya, jamaah haji menginap di salah satu Hotel di 
Surabaya, jadi makanannya disediakan oleh pihak hotel. Menu makanan 
yang disediakan tergantung dari pihak hotel, yang pastinya makanan yang 
biasa dikonsumsi sehari-hari.  
c. Kesehatan 
Pemeriksaan kesehatan dilakukan di Puskesmas terdekat dari 
jamaah haji. Setelah itu, dilakukan pemerikasaan kesehatan berkelanjutan 
di Kabupaten sebelum jamaah diberangkatkan dari kabupaten menuju 
Embarkasi. Setelah jamaah tiba di Embarkasi Surabaya tim kesehatan 
melakukan pemeriksaan ulang mengenai kondisi kesehatan jamaah haji 
agar dapat memastikan bahwa jamaah tersebut benar-benar sehat dan 
mampu menunaikan ibadah haji. 
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Sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan pihak penyeleggara 
haji Kementerian Agama Kab. Nagekeo melakukan penyuluhan kesehatan 
dengan mendatangkan Dokter dan tim kesehatan  ke Kantor Kementerian 
Agama Kab. Nagekeo. Dokter memberikan arahan dan pengetahuan 
seputar kesehatan dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga 
kesehatan. 
Sedangkan yang bertanggung jawab untuk kesehatan jamaah haji 
selama di tanah suci merupakan tanggung jawab tim kesehatan PPIH yang 
disediakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Karena pihak 
penyelenggara ibadah haji Kementerian Agama Kab. Nagekeo hanya 
bertanggung jawab sampai di Embarkasi Surabaya. 
d. Transportasi 
Untuk transportasi udara, pihak penyelenggara ibadah haji 
Kementerian Agama Kab. Nagekeo menggunakan pesawat Lion Air dan 
pesawat Sriwijaya Air. 
Untuk transportasi darat, dari Kabupaten Nagekeo ke Bandara 
Ende jamaah haji menggunakan mobil yang telah disediakan oleh 
Pemerintah derah. Sedangkan transportasi yang digunakan selama di 
Surabaya adalah bus yang sudah disewa oleh pihak Kementerian Agama 
Kab. Nagekeo. Selain menyediakan transportasi, pemerintah Kab. 
Nagekeo juga memberikan sejumlah uang untuk jamaah haji, karena biaya 
trasnportasi dan akomodasi dari Kab. Nagekeo menuju ke Embarkasi 
Surabaya di luar ongkos naik haji. Pihak penyeleggara haji Kementerian 
Agama Kab. Nagekeo hanya mengatur dan mengarahkan jamaah hingga 
ke Embarkasi Surabaya. 
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e. Penginapan  
Calon jamaah haji Kementerian Agama kab. Nagekeo NTT 
sesampainya di Surabaya tidak langsung ke Embarkasi, karena jamaah 
diberangkatkan lebih awal dari jadwal yang ditentukan untuk jamaah haji 
Kementerian Agma Kab. Nagekeo harus memasuki Embarkasi Surabaya, 
jadi jamaah harus menginap di hotel. Akomodasi hotel yang disediakan 
oleh pihak Penyelenggara Kab. Nagekeo selama di Surabaya sebelum 
masuk ke Embarkasi Surabaya adalah hotel yang disiapkan oleh pihak 
penyelenggara haji. 
Sedangkan untuk penginapan selama di Arab Saudi disediakan 
oleh PPIH Kementerian Agama Republik Indonesia.  
Selain itu, pihak Kementerian Agama Kab. Nagekeo harus 
memegang prinsip penyelenggaraan pelayanan ibadah haji antara lain, 
yaitu: 
1) Kejelasan, kepastian dan ketepatan waktu 
Kementerian Agama Kab. Nagekeo mencoba menepati 
komitmen terhadap akad yang telah disepakati dengan jamaah. 
Pihak penyelenggara memberikan penjelasan bahwa setiap calon 
jamaah haji yang telah mendaftar dan membayar lunas pasti akan 
diberangkatkan, namun menunggu hingga sampai dengan lima 
tahun tergantung dengan nomor kuota yang didapat. Jamaah yang 
mendaftar melalui Kementerian Agama Kab. Nagekeo 
merupakan jamaah dengan daftar tunggu atau biasa disebut 
dengan haji reguler.  
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2) Tanggung jawab 
Salah satu bentuk tanggung jawab Kementerian Agama Kab. 
Nagekeo NTT kepada jamaah adalah memastikan bahwa jamaah 
benar-benar akan diberangkatkan ke tanah suci. Misalanya ada 
jamaah yang tiba-tiba sakit di Embarkasi Surabaya, pihak 
peneyelenggara haji Kementerian Agama Kab. Nagekeo tetap 
berkoordinasi dengan pihak PPIH di Embarkasi Surabaya dan 
mengurus segala keperluan jamaah haji. Pihak penyelenggara 
haji Kementerian Agama Kab. Nagekeo tidak akan kembali ke 
Kab. Nagekeo jika jamaah haji belum berangkat semuanya. 
3) Kelengkapan sarana dan prasarana 
Jamaah haji Kementerian Agama Kab. Nagekeo akan diberikan 
sarana seperti koper, id card identitas jamaah, buku doa, buku 
manasik, seragam dan air zam-zam. Jamaah juga akan dilayani 
senyaman mungkin oleh pihak penyelenggara haji Kementerian 
Agama Kab. Nagekeo NTT. 
4) Keamanan dan kenyamanan 
Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT berusaha menerima dan 
mempertimbangkan masukan jamaah. Sehingga jamaah merasa 
nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh oihak 
penyelenggara haji Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT. 
Kementerian Agama Kab. Nagekeo menjamin kenyamanan dan 
keamanan jamaah. Salah satunya adalah disaat pemeberangkatan 
jamaah dari Kabupaten Nagekeo menuju Bandara ende di 
dampingi oleh pihak kepolisian, satuan pamang poraja, tentara, 
dan juga tim kesehatan. Sedangkan kenamanan dan kenyamanan 
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jamaah selama di tana suci semua dibawah tanggung jawab PPIH 
Kementerian Agama Republik Indonesia. 
Menurut Nurmas Diana selaku jamaah haji Kementerian Agama 
Kab. Nagekeo mengatakan bahwa: 
“pelayanan yang diberikan oleh pihak Kementerian Agama Nagekeo itu 
sudah bagus, hanya saja masih kurang sarana prasarana, sehingga kami 
harus pergi ke Kementerian Agama Kab. Ngada untuk mendaftarkan diri 
melalui SISKOHAT Kementerian Agama Kab. Ngada. Tapi itu tidak 
menjadi masalah, karena tekad kami yang ingin menunaikan ibadah haji dan 
kami juga mengerti dengan kondisi Kementerian Agama Kab. Nagekeo”.89 
 
Berdasarkan pernyataan jamaah haji tersebut dapat disimpulkan 
bahwa pihak Penyelenggara haji Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT 
telah berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan meskipun 
ada berbagai kekurangan. 
Demikianlah penjelasan mengenai pelayanan yang diberikan oleh 
Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT kepada jamaah haji. 
2. Pembinaan  
Pembinaan/bimbingan jamaah haji merupakan hal yang wajib 
dilakukan oleh penyelenggara haji sebelum jamaah berangkat ke Tana Suci 
untuk menunaikan ibadah haji. Tanpa adanya bimbingan, maka jamaah 
banyak yang tidak akan memahami mengenai pelaksanaan ibadah haji, apalagi 
jika jamaah dengan latar belakang yang kurang memahami mengenai tata cara 
pelaksanaan ibadah haji. 
Di Kementerian Agama Kab. Nagekeo pembinaan/bimbingan 
jamaah haji dilakukan satu bulan sebelum keberankatan. Untuk jamaah tahun 
2017 pebinaan dilaksanakan pada tanggal 17-24 juli 2017. Jamaah haji
                                                           
89 Nurmas Diana (54 tahun), Jamaah Haji Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT, 
Wawancara, Mbay, 14 Agustus 2017. 
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diberikan materi mengenai pelaksanaan ibadah haji dan dilanjutkan dengan 
mempraktikkan tata cara haji dimulai dari berihram, tawaf, sai dan hal-hal lain 
mengenai pelaksanaan ibadah haji. Selain materi mengenai pelaksanaan 
ibadah haji, jamaah juga diberikan materi mengenai hal-hal apa yang harus 
dilaksanakan dan apa yang tidak boleh dilakukan atau hal-hal yang dilarang 
selama melaksanakan ibadah haji. Seperti, berdagang, menikahkan atau 
menjodohkan dan hal-hal lain yang dapat menggugurkan atau membatalkan 
wajib haji. 
Jamaah haji di Kementerian Agama Kab. Nagekeo dibimbing tidak 
berdasarkan kelompok bimbingan karena jumlah jamaah yang tidak begitu 
banyak. Untuk jamaah dari kecamatan juga dibimbing sekaligus di Kabupaten 
karena dari masing-masing kecamatan jumlah jamaahnya hanya sekitar dua 
orang bahkan ada yang tidak ada jamaah hajinya. 
Jamaah haji dibekali dengan buku manasik haji yang dapat 
membantu jamaah apabila mengalami kebingungan dalam melaksanakan 
ibadah haji. 
Selain pembinaan yang diberikan kepada jamaah yang telah 
mendaftar haji, pihak Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT  juga 
melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang penyelnggaraan ibadah 
haji. Penyuluhan dilakukan di berbagai kecamatan di Kab. Nagekeo. 
Penjelasan tersebut di atas sebagaiman diungkapkan  oleh Sudirman 
Samsudin bahwa:  
“Kami memberikan bimbingan kepada jamaah satu bulan sebelum 
keberangkatan jamaah dan juga kami melakukan penyuluhan kepada 
masyrakat mengenai penyelnggaraan ibadah haji, sehingga masyarakat 
paham mengenai seluk beluk pelaksanaan ibadah haji. Apalagi seperti yang 
kita tahu masyarakat banyak yang kurang paham mengenai syariat Islam 
dan juga tentang pelaksanaan ibadah haji.90 
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 Sudirman Samsudin (56 tahun), Kepala Seksi Penyelenggara Haji Kementerian Agama 
Kab. Nagekeo, Wawancara, Mbay, 26 juli 2017. 
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Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak 
Penyelenggara Haji Kementerian Agama Kab. Nagekeo telah melakukan 
pembinaan maupun bimbingan kepada jamaah haji, bahkan masyarakat yang 
belum mendaftar haji juga diberikan penyuluhan mengenai penyelenggaraan 
ibadah haji. 
Oleh karena itu dapat diktakan bahwa kementerian Agama Kab. 
Nagekeo telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada umat 
dengan baik. Meskipun terkendala dengan akses informasi, sarana prasarana 
dan SDM. 
3. Perlindungan  
Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT memberikan perlindungan kepada 
jamaah haji berupa pengawalan dalam perjalanan menuju Bandara Ende 
dengan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian Kecamatan Aesasa. 
Sedangkan perlindungan jamaah haji selama di tanah suci merupakan 
tanggung jawab PPIH yang telah ditentukan oleh pihak Kementerian Agama 
Republik Indonesia. Tentunya pihak PPIH melaksanakan tugas dan tanggung 
jawab sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, karena selama pihak 
Kementerian Agama Kab. Nagekeo mengelola penyelenggaraan ibadah haji 
belum ada keluhan dari Jamaah pelayanan yang diberikan oleh pihak PPIH. 
Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh salah satu 
jamaah haji, yaitu Ahmad Raja yang mengatakan bahwa:  
“Pelayanan yang diberikan oleh pihak Kementerian Agama Kab. Nagekeo 
NTT dan juga PPIH sangat baik. Mereka mengarahkan kami, membimbing 
dan mengawasi kami dengan baik dan teliti. Meskipun kami yang sudah tua 
ini kadang tidak mengerti mereka tetap sabar membimbing dan terus 
mengawasi kami. Meskipun perlengkapan dalam melakukan pendaftaran 
masih kurang seperi SISKOHAT, yang kami harurus pergi ke Bajawa Kab. 
Ngada unduk mendaftarkan diri agar mendapat porsi haji, tetapi kami dapat  
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memaklumi itu, kerena memang di Kementerian Agama Kab. Nagekeo 
belum memiliki SISKOHAT.”91 
Pernyataan tersebut membuktikan bahwa penyelenggara haji 
Kementerian Agama Kab. Nagekeo dan juga PPIH bertanggung jawab dan 
memberikan perlindungan dengan baik kepada jamaah haji.  
 
D. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Haji  
1. Faktor Penghambat 
Dalam setiap kegiatan maupun usaha tidak terlepas dari yang namanya 
hambatan, namun hambatan tersebut yang dapat membuat setiap orang belajar 
mengatasi masalah dan akan lebih paham dan mengerti dalam menangani segala 
aktivitas dan kegiatan. Hambatan bukanlah akhir dari segala usaha yang 
dilakukan, namun hambatan adalah proses agar dapat menyikapi segala 
permasalahan dengan bijak. 
Seperti yang dikatakan oleh Yosef Nganggo, S. Ag. Selaku Kepala Kantor 
Kementerian Agama Kab. Nagekeo bahwa: 
“Hambatan itu hal yang harus dilewati dan dicari jalan keluar, sehingga kita 
dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Hambatan merupakan hal yang 
mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik. Jika ada masalah hadapi! 
Bukannya kita lari dan menghindar. Yang menjadi hambatan kami adalah 
kurangnya sarana dan sumber daya manusia yang paham mengenai 
penyelenggaraan ibadah haji. Sarana disini yang kami maksud adalah 
SISKOHAT dan miniatur Ka’bah. Yang mana karena tidak adanya 
SISKOHAT jamaah harus ke Kab. Ngada untuk mendaftarkan dirinya agar 
mendapatkan nomor porsi haji”.92 
Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa hambatan yang dihadapi dalam 
pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji berupa pelayanan kepada calon jamaah 
haji adalah dalam  proses pendaftaran jamaah haji yang mana
                                                           
91 Ahmad Raja, (70 tahun),  Jamaah Haji Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT, 
Wawancara, Mbay, 14 Agustus 2017. 
92 Yosef Nganggo (57 tahun), Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Nagekeo, 
Wawancara, Mbay, 03 Agustus 2017. 
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kurangnya fasilitas yang memadai dalam melakukan proses pendaftaran haji, 
yaitu Kementerian Agama Kab. Nagekeo tidak memiliki SISKOHAT sendiri 
melainkan masih menggunakan SISKOHAT Kementerian Agama Kab. 
Ngada. Oleh karena itu, setelah mengisi formulir pendaftaran di Kementerian 
Agama Kab. Nagekeo, jamaah harus mendaftarkan diri melalui SISKOHAT 
Kementerian Agama Kab. Ngada agar mendapat nomor porsi haji. 
Kementerian Agama Kab. Ngada bertempat di Kota Bajawa yang 
merupakan Ibukota Kab. Ngada yang jarakanya lumayan jauh dari Kantor 
Kementerian Agama kab. Nagekeo. Di tahun ini, Kementerian Agama Kab. 
Nagekeo sudah memiliki alat untuk program SISKOHAT, namun masih 
belum memiliki kode sehingga belum dapat digunakan. Hal tersebut tentu 
mempersulit jamaah karena harus ke Kabupaten lain untuk mendaftar haji dan 
tentunya pihak penyelenggara Kementerian Agama memberikan arahan dan 
dampingan kepada jamaah yang akan mendaftar. 
Selain proses pendaftaran pihak penyelenggara haji Kementerian 
Agama Kab. Nagekeo juga terkendala dalam hal bimbimbingan atau manasik 
haji. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan 
bimbingan/manasik haji antara lain yaitu, kurangnya sarana prasaran seperti 
miniatur Ka’bah yang masih menggunakan bahan seadanya dan juga jamaah 
kebanyakan merupakan Lansia, diamana mereka lambat dalam memahami 
penjelasan yang diberikan oleh pembimbing manasik haji. Hal tersebut yang 
menjadi kendala bagi pihak penyelenggara haji, namun mereka tetap sabar 
dalam melakukan bimbingan hingga jamaah mengerti. Selain itu, kurangnya 
SDM yang dapat melakukan bimbingan/manasik haji karena kurangnya 
pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji dan juga sebagian 
besar staf di kantor Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT
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beragama Katolik. Oleh karena itu, jamaah dari masing-masing Kecamatan 
didatangkan ke Kota  kabupaten untuk melakukan bimbingan/manasik haji. 
Berdasarkan pemaparan tersebut dia atas bahwa hambatan yang 
dihadapi oleh pihak penyelenggara ibadah haji Kementerian Agama Kab. 
Nagekeo NTT adalah dalam proses pelaksanaannya, baik dalam memberikan 
pelayanan maupun pembinaan atau manasik haji.  
2. Faktor Pendukung 
Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa Kementerian Agama Kab. 
Nagekeo tidak memiliki SISKOHAT sendiri. Namun, karena adanya kerja 
sama dengan pihak Kementerian Agama Kab. Ngada, sehingga dapat 
membantu proses pendaftaran jamaah haji Kementerian Agama Kab. 
Nagekeo. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pendukung proses 
pendaftaran jamaah haji. Dan juga jamaah haji itu sendiri dapat memahami 
situasi dan kondisi pihak penyelenggara haji Kementerian Agama Kab. 
Nagekeo, sehingga mereka dengan senang hati pergi ke Kota Bajawa untuk 
mendaftarkan diri melalui SISKOHAT Kementerian Agama Kab. Ngada 
tanpa adanya protes.  
Meskipun pihak Kementerian Agama Kab. Nagekeo dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara ibadah haji terdapat beberapa 
kendala, namun karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga 
pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan lancar. 
Adapun yang menjadi faktor pendukung proses persiapan 
pemberangkatan jamaah haji antara lain: 
1) Adanya kerja sama dengan kementerian Agama Kab. Ngada dalam 
peminjaman sarana prasarana baik itu SISKOHAT maupun 
miniature Ka’bah. 
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2) Adanya kerjasama dengan pihak bank  sehingga mereka yang 
mempersiapakan kebutuhan calon jamaah haji seperti koper, tas, 
pakaian ihram, mukenah, kerudung, dan batik untuk calon jamaah 
haji. 
3) Adanya kerja sama dengan pihak pengurusan paspor Kab. Sikka, 
yang mana mereka bersedia ke Kab. Ende untuk pengurusan 
paspor, sehingga pengurusan paspor dapat dilakukan di Kab. Ende  
yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Kementerian Agama Kab. 
Nagekeo. 
4) Adanya koordinasi dengan Kanwil Kemeterian Agama Provinsi 
NTT dalam pengurusan Visa calon jamaah haji, sehingga pihak 
penyelenggara haji Kementerian Agama Kab. Nagekeo hanya 
menyerahkan berkas calon jamaah haji yang dibutuhkan dalam 
proses pembuatan visa 
5) Adanya bantuan dari PEMDA dan DISHUB  Kab. Nagekeo dalam 
mempersiapkan transportasi calon jamaah haji menuju ke 
Embarkasi Surabaya. 
6) Adanya bantuan dana dari pihak PEMDA Kab. Nagekeo kepada 
calon jamaah haji yang dapat membantu biaya transportasi menuju 
Embarkasi Surabaya. 
7) Adanya bantuan transportasi dari pihak Dinas Perhubungan Kab. 
Nagekeo berupa mobil yang digunakan menuju ke Bandara Ende. 
8) Adanya kerjasama dengan pihak Travel Budi Mulya dalam 
pengurusan tiket pesawat calon jamaah haji menuju ke Embarkasi 
Surabaya. 
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Berdasarkan pemaparan tersebut bahwa dalam pelaksanaan 
penyelenggaraan ibadah haji, pihak penyelenggara haji  Kementerian Agama 
Kab. Nagekeo NTT mendapat dukungan dalam proses penyelenggaraan 
ibadah haji oleh berbagai pihak, sehingga dalam pelaksanaannya dapat 
berjalan dengan lancar dan penyelenggaraan ibadah haji dapat terealisasi. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan dan pembahasan yang telah 
disampaikan pada bab sebelumnya, berikut akan dukemukakan beberapa 
kesimpulan yang dapat diambil mengenai Implementasi Manajemen Dalam 
Pengelolaan Haji di Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT. 
1. Penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan haji di Kementerian 
Agama Kab. Nagekeo NTT diawali dengan perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. 
a. Perencanaan dalam penyelenggaraan haji di Kementerian Agama Kab. 
Nagekeo NTT dilakukan dengan merencanakan apa yang akan 
dilakukan dan apa yang harus disiapkan jauh sebelum pelaksanaan 
ibadah haji. 
b. Pengorganisasian dalam penyelenggaraan haji di Kementerian Agama 
Kab. Nagekeo NTT  adalah dengan melakukan pembagian kerja atau 
tanggung jawab masing-masing penyelenggara haji di Kementerian 
Agama Kab. Nagekeo NTT sehingga jelas siapa yang akan 
mengerjakan apa dan bertanggung jawab atas apa. 
c. Pelaksanaan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama Kab. 
Nagekeo NTT berjalan dengan baik dimulai dari proses pendaftaran, 
bimbingan, pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji. 
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d. Pengendalian/pengawasan dalam penyelenggaraan ibadah haji di 
Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT dilakukan dalam melihat 
sejauh mana proses pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji serta 
melihat apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. 
e. Evaluasi dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama 
Kab. Nagekeo NTT dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi 
kekurangan dalam pelaksanaannya sehingga dapat diperbaiki dan apa 
yang menjadi kelebihan dipertahankan atau ditingkatkan. 
2. Penerapan Manajemen Pengelolaan Ibadah Haji di Kementerian Agama 
Kab. Nagekeo NTT 
a. Pelayanan yang diberikan oleh pihak penyelenggara haji di 
Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT meliputi pendaftaran yaitu 
menyerahkan berkas berupa membuat paspor, membayar uang muka, 
mengisi form yang telah disediakan, pas foto, FC KTP, FC buku nikah 
bagi yang sudah menikah serta mengikuti seluruh rangkaian 
pelaksanaan ibadah haji yang telah diarahkan oleh pihak 
penyelenggara ibadah haji. 
b. Penyelenggara ibadah haji Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT 
memberikan pembinaan kepada calon jamaah haji berupa manasik haji 
oleh Pembina yang  telah ditentukan dan dibekali dengan buku 
panduan haji. 
c. Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT memberikan perlindungan 
kepada jamaah yang berangkat ke Embarkasi Surabaya dengan 
mengantar jamaah  serta dikawal oleh pihak Kepolisian Kec. Aesesa.  
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3. Hambatan yang dihadapi di Kementerian Agama Kab. Nagekeo yaitu 
terletak pada pelaksanaannya yang mana dalam pengelolaan ibadah haji 
terdapat kurangnya fasilitas, kurangnya tenaga ahli dan jamaah yang 
kurang paham. Sedangkan factor pendukung dalam pengelolaan ibadah 
haji adalah adanya kerja sama denga berbagai pihak sehingga 
mempermudah proses penyelenggaraan ibada haji. 
 
B. Implikasi Penelitian 
Implikasi penelitian dalam skripsi ini adalah agar kepala kantor dan 
pihak penyelenggara haji Kementerian Agama Kab. Nagekeo meningkatkan 
kualitas pelayanan dalam hal ini terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. 
Berdasarkan data yang diperoleh selama menjalani proses penelitian bahwa di 
Kementerian Agama Kab. Nagekeo hanya memiliki dua orang staff dan tidak 
memiliki SISKOHAT yang mana hal tersebut sangat berpangaruh dalam proses 
perekrutan jamaah sehingga mengalami sedikit hambatan, selain itu agar 
sekiranya disediankan sarana prasarana dan menghindari kesalahan informasi 
antara jamaah dan pihak Kementerian Agama Kab. Nagekeo. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
Daftar Tunggu Jamaah Haji Kab. Nagekeo  
No 1 2 3 4 5 6 7 
Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Kec. Aesesa 
Waiting 
List 
Lk 10 12 11 10 6 16 17  
Pr 12 13 12 14 13 34 31 
Sudah 
Haji 
Lk 6 8 3 2 4 2 2 
Pr 4 7 5 6 3 2 1 
Kec. Wolowae 
Waiting 
List 
Lk 0 2 0 0 0 0 1 
Pr 0 0 0 1 1 4 1 
Sudah 
Haji 
Lk 0 2 0 0 0 0 0 
Pr 0 1 0 0 0 0 0 
Kec. Boawae 
Waiting 
List 
Lk 0 1 0 0 2 0 0 
Pr 0 0 2 1 1 0 0 
Sudah 
Haji 
Lk 0 0 0 0 0 0 0 
Pr 0 0 0 0 0 0 0 
Kec. Keo 
Tengah 
Waiting 
List 
Lk 1 1 1 1 1 3 2 
Pr 0 0 0 0 0 2 3 
Sudah 
Haji 
Lk 1 0 0 0 1 0 0  
Pr 0 1 0 0 0 1 2 
Kec. 
Mauponggo 
Waiting 
List 
Lk 1 1 4 1 3 1 3 
Pr 2 1 2 2 2 2 1 
Sudah 
Haji 
Lk 0 2 1 1 1 1 1 
Pr 0 1 1 1 0 1 1 
Kec. 
Nangaroro 
Waiting 
List 
Lk 1 1 1 1 0 3 2 
Pr 1 1 0 0 0 4 2 
Sudah 
Haji 
Lk 1 0 0 0 0 2 1 
Pr 0 0 0 0 0 1 1 
Kec. Aesesa 
Selatan 
Waiting 
List 
Lk 0 0 0 0 0 0 0 
Pr 0 0 0 0 0 0 0 
Sudah 
Haji 
Lk 0 0 0 0 0 0 0 
Pr 0 0 0 0 0 0 0 
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Data Jumlah Umat Kab. Nagekeo Tahun 2017 
 
Jumlah Islam Katolik Kristen Hindu Budha 
154,818 
 
15,062 
 
138,771 
 
941 
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Gambar.1 Kantor Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT 
 
 
 
Gambar.2 Pegawai Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT 
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Gambar.4 Wawancara dengan Yosef  Nganggo S.Ag 
 
 
Gambar.5 Wawancara dengan Sudirman Samsudin (Kepala Seksi penyelenggara 
haji) 
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Gambar.6 Wawancara dengan Syahrir Ramadhan (staf/operator penyelenggara 
haji) 
 
 
 
Gambar.7 Suasana rapat di Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
1. Bagaimana awal mula berdirinya kantor Kementerian Agama Kab. Nagekeo 
NTT? 
2. Bagaimana proses pendaftaran calaon jamaah haji? 
3. Bagaimana metode pengelompokkan yang diterapkan dalam melakukan 
bimbingan atau manasik haji? 
4. Bagaiman peran Kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT dalam melakukan 
bimbingan atau manasik haji? 
5. Bagaiman langkah-langkah yang dilakukan dalam pengurusan visa calon 
jamaah haji? 
6. Bagaimana upaya yang dilakukan Kementertian Agama Kab. Nagekeo NTT 
dalam menyediakan transportasi bagi calon jamaah haji? 
7. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama Kab. 
Nagekeo NTT dalam penyelenggaraan ibadah haji? 
8. Apa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kab. Nagekeo dalam 
memberikan perlindungan kepada calon jamaah haji? 
9. Faktor penghambat seperti apa yang dihadapi Kementerian Agama Kab. 
Nagekeo NTT dalam pengelolaan ibadah haji? 
10. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan ibadah haji di 
kementerian Agama Kab. Nagekeo NTT? 
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